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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, ddpatl@anggap
sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh sdmao#ir pelaku bisnis,
baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil.

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalanmipaatu
kelancaran usaha debiturnya adalah dengan pemlieedi, di mana hal ini
merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendugertumbuhan
ekonomi.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undardghy Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yadgpat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujaankasepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mekajilpihak meminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu terteengan pemberian
bunga”.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi utamagselbembaga yang
dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakatasefektif dan
efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup nrasgd. Salah satu bentuk
penyaluran dana pada masyarakat melalui berbagairmpenyediaan kredit.

Tujuan penyediaan kredit oleh lembaga péanadalah untuk

membantu masyarakat golongan lemah dan menengamageka dapat ikut

serta partisipasi dalam pembangunan. Akan tetagisililain bank sebagai



badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyasakingkali harus

menanggung resiko karena si penjamin kredit tidakepati janjinya untuk

mengembalikan kredit yang dipinjam tepat pada wakdu Perjanjian kredit

yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukantgia t&siko, karena suatu
resiko mungkin saja terjadi. Resiko yang umumnygade adalah resiko

kemacetan dalam pelunasan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh banbkagai suatu lembaga
keuangan, sudah semestinya harus dapat membergkhndpngan hukum
bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yaedkait mendapat
perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yangt kdan dapat
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yarkgpentingan.

Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yemgs diperhatikan
oleh Bank dalam rangka melindungi dan mengamankara dnasyarakat
yang dikelola bank tersebut untuk di salurkan datemtuk kredit, yaitu:

a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip ke!laditin

b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kgpgaag debitor
untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan

c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kark masyarakat
yang mempercayakan dananya pada bank

d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang seha

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan k#ganggupan
debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harakkukan penilaian

yang seksama terhadap watahdracter) kemampuan capacity, modal



(capital), agunan dollateral), wewenang untuk menjamindompetence to
borrow), dan prospek usaha debit@ondition of economy and sector of
businesy.

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guniakumemberikan hak
dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pastudasgan barang-
barang jaminan tersebut, bila debitur bercidemg jadlak membayar kembali
hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dakjamgian?

Terhadap jaminan yang di serahkan olehkpdbitur, pihak bank
selaku kreditur mempunyai kewajiban untuk melindwhegpiturnya, karena
hal ini berkaitan dengan kepentingan bank jugeksgb@nerimaan jaminan.

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHfRendanjadi dasar
dari perjanjian kredit, yang di dalamnya diaturekg¢tian-ketentuan mengenai
perjanjian pinjam meminjam uang ataupun barangrgayang habis karena
pemakaian dan dipersyaratkan bahwa pihak yang taevtp@atau debitur akan
mengembalikan pinjamannya kepada kreditur dalamajaurgang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnyautkaabjuga bahwa
perjanjian tersebut dapat disertai dengan bungay yelah diperjanjikan
sebelumnya antara pihak-pihak, sehingga perjaRjiedit dapat dimasukkan
dalam perjanjian pinjam meminjam dengan mempekanjbunga.

Perjanjian kredit selain sebagai perjanpakok, maka diperlukan

juga adanya perjanjian penjaminan baik berupa bdyetgerak maupun

! Sutojo SiswantoAnalisis Kredit Bank UmunPustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1995,
him 26.

2 Thomas Suyatn&elembagaan PerbankaRT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994,
him 45.



benda tetap. Maka dari itu diperlukan lembaga la@kinan yang kuat dan

mampu memberi kepastian hukum bagi pemberi danripeaekredit serta

pihak lain yang terlibat melalui lembaga ini. Lerghahak jaminan
dibutuhkan karena sudah semakin banyak kegiatamaegunan khususnya

di bidang ekomoni yang membutuhkan dana yang culegar, di mana

sebagian besar dana itu diperoleh melalui kegiperkreditan serta untuk

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dgembangunan untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makbperdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun yang merupakan ciri-ciri lembaga jseni atas tanah
menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 T&lf86 seperti
yang disebutkan dalam penjelasannya, sebagai beriku
a. Memberikan  kedudukan mendahulukan (hak prefensi)pade

pemegangnya,;

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, ditangaapapun objek tersebut
berada;

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehidggat mengikat pihak
ketiga dan memberikan jaminan kepastian hokum lepgabdak-pihak
yang berkepentingan;

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Perlu sekali adanya hukum jaminan yang manmpengatur

konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian lifasi kredit yang

® Fuady Munir Hukum Perkreditan Kontemporegitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him 66



menjamin barang-barang yang akan dimilikinya sebggainan. Secara
hukum seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan dgreruntukan bagi
pemenuhan kewajiban pada kreditur. Pada dasarmimkekayaan seseorang
merupakan jaminan dari hutang-hutangnya sebagaidiepat diketahui dari
Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: “Segala kdaan si berhutang,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, lyaikg sudah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, meng@djgungan untuk
segala perikatan perorangan”. Ketentuan ini juganemangkan mengenai
fungsi jaminan yang selalu ditujukan kepada upagmgnuhan kewajiban
debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhingd; melakukan
pembayaran. Oleh karena itu, jaminan memberikan keglada kreditur
mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaag gijaminkan.

Perjanjian kredit biasanya pihak-pihak tataémperjanjikan dengan
tegas bahwa apabila debitur wanprestasi, makaturebolerhak mengambil
sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jamitemeebut sebagai
pelunasan utang debituvethaalsrechtf Jika ada beberapa kreditur, maka
pembagian di antara para kreditur tersebut did&lanlkepada para kreditur
yang telah melakukan pengikatan jaminan secara ukhuseperti hak
tanggungan untuk menerima pelunasan hak tagihrogaisspenuh.

Seperti telah diketahui , bhwa ketentuanatem Hypotheekdan
Credietverbandsudah tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tarsadmala

dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung pbeteyan yang terjadi

* Indrawati SoewarsdAspek Hukum Jaminan Kredinstitut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002,
him 8.



dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagaibak dari pesatnya
kemajuan pembangunan ekonomi sehingga peraturamdsarg-undangan
tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepabtiitum dalam kegiatan
perkreditan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersetmatka lahirlah
undang-undang yang mengatur hak tanggungan atab taeserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah. Sebelum lahngang-Undang Hak
Tanggungan ini kita masih menggunakan peraturag Yama sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 5 md60 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa selamdang-undang
mengenai Hak Tanggungan sebagaimana di kehendakn d®asal 51 belum
terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentdgpotheekdalam Buku Il
KUHPeradata daCredietverbanddalam Staatsblad 1908-542 sebagai yang
telah diubah dengan Staatsblad 1937-190.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Hanggungan
tersebut, maka terwujudlah sudah unifikasi Hukurmaha Nasional yang
merupakan salah satu tujuan utama Undang-UndangkPAkraria dan
seluruh ketentuan mengedypotheeldanCreditverbandidak diberlakukan
lagi dan sebagai gantinya diberlakukan ketentuagiatim Undang-Undang
Hak Tanggungan, sehingga Hak Tanggungan merupalkdmsatunya
lembaga hak jaminan atas tanah.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19%htdng Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda YangaiBark Dengan



Tanah merupakan suatu jawaban atas amanah yan@pHda dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokolariag yaitu
adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonediasamping untuk
memenuhi kebutuhan akan modal yang semakin besak keperluan
pembangunan.

Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan (QUidgi sistem
Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan yaitu datenmgka memberikan
kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pemgikgminan atas
benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagaaraduedit kepada
kreditur, debitur maupun pemberi hak tanggungan piiak ketiga yang
terkait.

Hal tersebut mengingat bahwa dalam perjarfi@ditur senantiasa
memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengemmbaléma yang di
salurkan melalui kredit. Adanya jaminan ini sanganting kedudukannya
dalam mengurangi resiko kerugian bagi pihak bantedikur). Adapun
jaminan yang ideal dapat dilihat dari:

1. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yangloeuhkan;

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerimadikreaintuk
meneruskan usahanya,

3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam artwaalpabila perlu,

maka diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

® R.SubektiJaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Flanggungan)
MenurutHukum IndonesigAlumni, Bandung, 1996, him 29.



Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT bahwhilap@ebitur cidera
janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama merapumk untuk
menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan seandialui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari pesjualan tersebut.
Namun dalam kenyataannya yang terjadi tidak ssledwai dengan apa yang
termuat dalam undang-undang tersebut di atas.

Dalam suatu pemberian kredit, bank ataukpgeanberi kredit selalu
berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannyaku melunasi
hutangnya tepat pada waktunya terhadap kredit yamah diterimanya.
Dalam pelaksanannya perjanjian kredit dengan jamimgk tanggungan di
mana pihak debitur datang ke Bank (kreditur) urkrgdit guna modal usaha
dan sebagai jaminannya adalah pihak ketiga yaitupeSurat Hak Milik,
pihak ketiga meminjamkan SHM-nya untuk dijadikammijaan hutang
debitur, serta tidak menerima sepersenpun daramian tersebut dan telah
menandatangani Akta Perjanjian Kredit. Dalam piaktelak semua kredit
yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalarbdeakhir dengan lancar.
Meskipun penerima kredit telah menyetujui segalesyaatan yang telah
ditentukan bank, tetapi bisa saja terjadi wanpséstalam bentuk si penerima
kredit tidak dapat melaksanakan atau memenuhi Keavajya untuk
melunasi segala ketentuan yang telah disepakaii kateditur dan bank, di
mana jaminan yang dipakai oleh debitur bukan naébitur melainkan milik

pihak ketiga.



Apabila dalam hal ini terjadi wanprestasidana debitur tidak
menunaikan kewajibannya seperti yang telah dipgkmm sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyata@mua perjanjian
yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undampang bagi mereka
yang membuatnya’maka barang jaminan tersebut telah diikat dergdn
tanggungan dapat dijual dan hal tersebut dapat akévagkan kerugian bagi
pihak ketiga baik materiil maupun immaterial.

Bahwa berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata Yembgunyi, “si
penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepadagpibitang, selain jika
si berhutang lalai, sedangkan benda-benda si bartini harus lebih
dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnyasgharusnya yang dijual
(baik secara lelang atau biasa) adalah harta rdaitur terlebih dahulu
bukan harta milik pihak ketiga. Namun dalam pelaksmya pada saat
jaminan yang berupa SHM pihak ketiga yang dibelddak Tanggungan
dapat dijual maupun dilelang.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atakanmendorong penulis
untuk menelaah dan membahas lebih lanjut tentafRERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT

DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MILIK PIHAK KETIGA”.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kredialand perjanjian
kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihatge®
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam penyelesaian parjarifredit
terhadap debitur yang wanprestasi sedangkan olayskgan milik pihak

ketiga?

C. Tujuan Penelitan
Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitiagilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan rukagi kreditur
terhadap debitur dalam perjanjian kredit denganijam Hak Tanggungan
apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atamprestasi sedangkan

objek jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga.

D. Tinjauan Pustaka
Arti luas suatu perjanjian berarti setiapgggian yang menimbulkan
akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh parakpibedangkan dalam
arti sempit perjanjian hanya dikehendaki kepadauhghn hukum dan
lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimakstidouku 111 BW.
KUHPerdata perjanjian di atur dalam Bukul tidipi Undang-undang
itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah “mgoguan”. Menurut
Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa di maeorang berjanji kepada

seorang lainnya atau di mana dua orang itu salamgtyi untuk melakukan

10



suatu hal”® Dalam bukunya R. Setiawan mengatakan bakesmentenis
berasal dari kata kerjgerbindenartinya mengikat. Jadierbentenisnenunjuk
kepada “ikatan / hubungan”. Hal ini memang sesdafinisi verbentenis
sebagai suatu hubungan huk(m.

Secara etimologi kata kredit berasal dahasa Yunani “credere”
berarti kepercayaghSeseorang atau suatu badan usaha yang mendatiat kre
(kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (depidimasa yang akan
datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Muhdarsyah Sunungan mengemukakanwdakredit
adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak perkapada pihak yang lain
dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada madartu yang akan datang
disertai dengan kontra prestasi yang berupa btinga.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No0.10 Tah2@8 ltentang
Perbankan mendefinisikarkkredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkansgtejuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan kpitzan yang
mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangeyelah jangka waktu
tertentu denganpemberian bunga’ Dari pasal tersebut terkandung
kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut, sehirkggedit hanya dapat

diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu nmalkmedit itu dalam

jangka waktu yang disepakati.

® R. SubektiHukum Perjanjian Ctk.Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979, him.1.

" R. SetiawanPokok-Pokok Hukum PerikataBtk.Keenam, Putra A Bardin, 1999, him.1.

8 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit BankCtk.Kelima, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him.23.

% Ibid, him.25.
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Dalam prakteknya saat ini, secara umum adajehis kredit yang
diberikan oleh bank pada para nasabahnya, yaitlitkr@ng ditinjau dari segi
tujuan penggunaanya dan kredit yang ditinjau dagi $angka waktunya.
Tetapi yang terpenting yaitu kredit yang ditinjawarid segi tujuan
penggunaanya. Dalam pemberian kredit agar tergiptastem perbankan
yang sehat maka setiap kegiatan perbankan haarsgdddi dengan beberapa
asas hukum, yaittf
1) Asas Demokrasi Ekonomi
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diyiedal tersebut
mengatakan bahwa perbankan di Indonesia dalam uoielakusahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakasipprkehati-
hatian.

2) Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)
Asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandaki lmdéungan
kepercayaan antara bank dengan nasabahnya.

3) Asas Kerahasiaan ( Confidental Principle)
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank méskhassegala
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan darailaiddri nasabah

bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wdjdahasiakan.

19 Rachmadi Usmamspek-Aspek Hukum Perbankan di IndoneSié.Pertama,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, him.14-19
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4) Asas Kehati-hatian (Prudental Principle)
Asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankagsif dan
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip keladitiin dalam rangka
melindungi dana masyarakat.

Beberapa asas hukum di atas yang wajib dipalleh bank dalam
melakukan kegiatan usahanya yaitu asas kehatirhagjar bank selalu dalam
keadaan sehat. Prinsip kehati-hatian ini harudadif@n oleh bank bukan
hanya dihubungkan dengan kewajiban bank agar tida&rugikan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananydake@eyarakat yaitu
sebagai bagian dari sistem moneter yang menyarigiuentingan semua
anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyidgma di bank itu
saja’’

Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar lbamenjalankan usahanya
secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuamatama hukum yang
berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang rtogiatan selalu dalam
keadaan sehat sehinnga masyarakat semakin memges@ayang pada
gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yahgts#an efisief?

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabapey@ma-tama akan
selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh ndsalamg bersangkutan.
Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak uliberikan maka

untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersellgbiie dahulu haruslah

1 Sytan Remi SjahdeiniSudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan dtetkum
Kepada NasabaRenyimpan Dana; Orasi lImiah Dalam Rangka Memperingati Dies NatAL/
Lustrum VIl Universitas Airlangga, Surabaya: Unisiéas Airlangga.

12 Rachmadi Usmarspek-Aspekop.cit., him.19.
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dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesapakktiam bentuk
perjanjian kredit atau pengakuan utahg.

Dalam suatu perjanjian kredit atau pengakuang harus memenuhi
enam syarat, yaittf*

1. Jumlah hutang

2. Besarnya bunga

3. Waktu pelunasan

4. Cara pembayaran

5. Klausa opeitbaarhew
6. Barang jaminan.

Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakiai@s kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya seseaigan yang
diperjanjikan, merupakan faktor penting yang hatierhatikan oleh pihak
bank, disamping faktor penilaian yang lain yaituaka, kemampuan, modal,
prospek usaha dari debitur. Adapun ketentuan memggminan ini terdapat
dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 196@ weenentukan
bahwa Bank Umum tidak diperbolehkan memberikan ikreshpa adanya
jaminan kepada siapa pun juga.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahife perjanjian jaminan
sendiri adalah perjanjian yang bersifat accesaierka timbulnya disebabkan
oleh adanya perjanjian pokok yang berupa perjafjiadit bank. Jaminan di

sini dapat berupa benda bergerak maupun benda béagerak sangat

3 Rachmadi Usmarspek-Aspek...op.cithim.149.
" bid, him.159.
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penting terutama dalam pembebanan atau penjamieadab Khususnya
mengenai lembaga jaminan penting sekalu arti perabagenda bergerak
dan benda tidak bergerak karena itu menentukas jenmibaga jaminan atau
ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang unteditkyang diberikan.

Tentang pemenuhan prestasi menurut Undadgngn para kreditur
mempunyai hak penuntutan pemenuhan utang terhaeéfpuls harta
kekayaan debitur baik yang berwujud benda bergeralipun benda tidak
bergerak, baik benda yang telah ada maupun yand rakan ada ( Pasal
1131 KUHPerdata). Semua harta kekayaan debitur gamgakan sebagai
jaminan bagi semua kreditur tersebut merupakann@mumum. Jaminan
umum demikian adanya hanya diberikan dalam artktpka perkreditan
(perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagditur, kurang
menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit ydibgrikan, sehingga
perlu jaminan yang dikhususkan.

Prof.Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, gemukakan adapun
jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanyang khusus diadakan
antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jamiyang bersifat
kebendaan maupun jaminan yang bersifat peroradgyalaminan yang
bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentudipagai sebagai jaminan,
misalnya hak tanggungan. Sedangkan jaminan peranaatph adanya orang
tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi gprestamakala debitur

wanprestasi.

15 Sri Soedewi SofwarHukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jamézn
Jaminan PerorangarCtk.Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, him.46.
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Perjanjian kredit para pihak wajib memenuydnestasi. Prestasi
menurut Pasal 1234 KUHPerdata adalah:
1. Menyerah suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Apabila dikemudian hari saat berlangsundiredit ternyata debitur
lalai dalam memenuhi kewajiban pada bank maka weldrsebut dapat
dikatakan telah melakukan wanprestasi. Seseorasay dsebut melakukan
wanprestasi apabif:

1) Tidak memenuhi kewajibannya
2) Terlambat memenuhi kewajibannya
3) Memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Dalam prakteknya perjanjian kredit bank, raeg debitur dapat
dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebuk tdemenuhi kewajibannya
untuk melunasi kreditnya baik berupa pembayararswag pokok maupun
bunga kredit sesuai dengan jadwal waktu yang telgéntukan dalam
perjanjian dan atau tidak dapat melunasi angsuo&okpmaupun bunganya
yang telah diperjanjikan.

Selain itu dalam praktek perjanjian kredénk waktu pinjaman
pelunasan kredit tersebut telah ditetapkan lebihulla dalam perjanjian
kredit, sehingga apabila debitur tidak melunasi at@mbayar kreditnya atau

terlambat dari waktu yang telah ditentukan, makaitde tersebut dikatakan

'8 Djohari Santosa dan Achmad Afipkum Perjanjian Indonesi&tk. Pertama, FH-UII,
Yogyakarta, 1983, him.57.
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wanprestasi atau ingkar janji. Disini kreditur (kpndapat langsung
memberikan peringatan kepada debitur baik secsaa Ataupun tulisan.
Dalam dunia perbankan wanprestasi ini disé&bedit macet, yaitu
keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu neemhbas kredit bank
tepat pada waktuny4.
Adapun mengenai wanprestasi ini apabila ingkan dengan
kredit macet maka ada tiga macam perbuatan yangjodigkan sebagai
wanprestasi, yaittf
1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuetit keserta
bunganya

2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit besartgariya,
pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan #pala@sabah telah
membayar sebagian besar atau sebagian kecil angswaupun nasabah
kurang membayar satu kali.

3) Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganyklsgdegka waktu
tertentu yang diperjanjikan berakhir.

Menurut M.Yahya Harahap pengertian wanpséstadalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada walttatgu tidak dilakukan
menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitehdit dan berada dalam
keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan presganjian telah lalai
sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditkan atau dalam

melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya atalayaknya".

Y Gatot Supramonap.cit, him.131.
18 Gatot Supramondgc.cit, him.131.
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E. Metode Penelitan

1. Objek Penelitian

2.

4.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak gketdalam
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungarkmihak ketiga
di PT.BPR BDE Pakem, Yogyakarta.
Subjek Penelitian
Kreditur : Kepala bagian kredit PT. BPR BDBkEm,Yogyakarta.
Debitur : Nasabah PT. BPR BDE Pakem, Yogstaka
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di PT. BPR BDE Pakerngyakarta.
Sumber data
a) Data Primer
Sumber data primer vyaitu data yang di dapatkan lmela
wawancara langsung kepada subyek penelitian atéu yhng
terkumpul dari lapangan.
b) Data sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh bahan
kepustakaan yang relevan dengan penelitian.
Bahan Hukum terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah.
d. Surat keputusan Direksi Bl Nomor 32/35/Kep/Dir
Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
2) Bahan Hukum Sekunder
a. Buku-buku mengenai perjanjian
b. Buku-buku tentang kredit dan perjanjian kredit
c. Buku-buku tentang jaminan.
5. Tekhnik Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang dipergunakaandgbenelitian ini
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.
a) Studi Kepustakaan
Data kepustakaan dapat diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, yaitu Peraturan perundang-undangan yang
berkait dengan pengurusan piutang negara dan jamina
kebendaan.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasikpgan,
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Data studi lapangan dapat diperoleh dengan cara
mengadakan wawancara untuk memperoleh keterangan
data dengan cara tanya jawab secara langsung aprhad
subyek penelitian.

3) Bahan hukum tertier atau bahan penunjang lain yaitu
mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yaitu kamus dan eksklopedia.

b) Studi Lapangan
Data studi lapangan dapat diperoleh melalui wawanecentuk
memperoleh data-data dengan cara tanya jawab laggsurhadap

subyek penelitian.

. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pi@neini adalah
pendekatan secara “yuridis normatif’, maksudnyamamengadakan
pendekatan untuk membahas permasalahan yang akatliti, di
digunakan kaidah-kaidah hukum dan kenyataan dalaaktgk
khususnya berkaitan dengan hukum terhadap pemarmgjiadit di
Indonesia. Spesifikasi dalam penelitian ini addtidskriptif analisis”
,yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendgakan secara
analisis tentang perjanjian antara kreditur denggbitur serta
perlindungan hukumnya. Metode lain yang digunak@daila metode

pengumpulan data, metode penyajian data dan matadisis data.
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7. Analisis Data
Data yang diperoleh disusun dan dianadisisgan menggunakan
metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang digleh diseleksi
menurut kualitas dan kebenarannya dan setelahatikiesesuaiannya
dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkariuk

mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan.
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BAB Il
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, KREDIT DAN PERJANJIAN

KREDIT, JAMINAN DAN HAK TANGGUNGAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat perbedaan yanadi dalam
menterjemahkan istilakerbintenisdan overeenkomestlstilah verbintenis
yang berasal dari bahasa Belanda sepadan dengkahn iperikatan,
sedangkanovereenkomstyang berasal dari bahasa Belanda sepadan
dengan istilah perjanjian.

Perikatan menurut J. Satrio adalah hubungan hukatae dua
pihak di mana di satu pihak ada hak dan lain pégkkewajibart®

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, parjadalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lambikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata kurang memuaskan, karena adanya kelerkahemahan
sebagai berikuf’

a. Hanya menyangkut sepihak saja
Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atkbih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lelsiimnya”,

menjelaskan bahwa perjanjian hanya meliputi sepibaja tidak
meliputi perjanjian timbal balik di mana para pihasaling

19 Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyabasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akad
Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yal@rta, 2008, him.1.
20 Abdulkadir MuhammadHukum PerikatanPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, him.78.
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mengikatkan diri untuk timbulnya hak dan kewajilagi kedua belah
pihak.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan
melaksanakan tugas tanpa kuasekwaarneming tindakan melawan
hukum yang tidak mengandung suatu konsensus selyarukpakai
kata “sepakat”.
c. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam pasal di atas terlahs,| karena
mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kayéng diatur
dalam lapangan keluarga. Padahal yang dimaksudaradalbungan
antara debitur dan kreditur dalam lapangan harteayaan saja,
sedangkan yang dimaksud di sini adalah perjanj@and lapangan
harta kekayaan saja ialah perjanjian yang meninaoulkak dan
kewajiban yang dapat dimulai dengan uang. Perjanjimng

dikehendaki oleh Buku Il KUHPerdata sebenarnya ya&h
perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanyiang bersifat
personal.

d. Tanpa menyebut tujuan
Perumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuarmgagakan
perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkianitd tidak jelas
untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, malexapebpakar
hukum memberikan definisi mengenai perjanjian antkin sebagai
berikut:

1) Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatusfrea di mana
seseorang saling berjanji untuk melaksanakan $zft
2)  Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa perjanjian ddasaatu

persetujuan denganmana dua orang atau lebih salergyikatkan

diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai hakayean?

I R. SubektiHukum Perjanjian Ctk.Kesembilanbelas, Intermasa, Jakarta, 1990.1hl
22 R. SubektiHukum Perjanjian Ctk.Kesembilanbelas, Intermasa, Jakarta, 1990,1hl
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3) Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu perjangaalah
hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakatik unt
menimbulkan akibat hukuff.

Berdasarkan pengertian mengenai perjanjian dakgten yang
telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkartatey unsur-unsur
perjanjian yaitu sebagai berikut:

a) Ada pihak-pihak, minimal dua orang
Para pihak yang disebutkan itu adalah subjek padarpian yang
dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum iyemgpu atau
weanag melakukan perbuatan hukum seperti yang thtatapkan
oleh Undang-undang.

b) Ada kesepakatan yang terjadi diantara para pihak
Kesepakatan yang dimaksud adalah bersifat tetapnyAr tidak
termasuk tindakan pendahulu untuk mencapai kepadnya
persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan itu adiket dari
penerimaan tanpa syarat atas suatau tawaran yaadi la@a yang
ditawarkan pihak yang satu dan diterima oleh pyaatg lainnya.

c) Ada tujuan yang akan dicapai
Tujuan para pihak mengadakan perjanjian adalah agmmenuhi
kebutuhan pihak-pihak, oleh karena itu di dalamimgrus ada tujuan

yang dicapai.

% sudikno Mertokusumadylengenal Hukum Suatu Penganthiberty, Yogyakarta, 1989,
him.97.
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d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Para pihak disamping memperoleh hak dibebani pwdagah
kewajiban yang berupa suatu prestasi. Prestasipalean suatau
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak aieparsyaratan

perjanjian.

2. Asas-asas Perjanjian
Di dalam pelaksanaan perjanjian terdapat bebersgsasas yang
sangat penting untuk diperhatikan dalam membuat querjanjian. Asas
yang terdapat di dalam perjanjian itu dapat dilgadgm dua bagian, yaitu:
a. Sebelum Pelaksanaan Perjanjian
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan
suatu perjanjian apapun itu, baik yang sudah di dtudalam
undang-undang maupun yang belum diatur di dalamangd
undang. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 @hat
KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian ykingat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi anemkg
membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut yang térgaga Buku
Il KUHPerdata, maka diperbolehkan dengan bebasukunt
menentukan sendiri isi perjanjian yang akan disapatersebut
kepada siapa saja, bagaimana bentuknya, apa syardém lain

sebagainya. Tetapi tetap ada batasannya yang Hiisat dlalam
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kalimat “"yang dibuat secara sahini menegaskan bahwa hanya
perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah sap yakan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat bahkan sama denga
mengikatnya undang-undang.

Dalam bukunya Djaja S.Meliala, Johanes Gunawan
menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasdtoridesk ini,
yang meliputi®*

a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakahg oran
tersebut membuat perjanjian atau tidak membuagipén.

b. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan sikpa a
membuat suatu perjanjian.

c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk gianan

d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjia

e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara penmbuata
perjanjian.

2) Asas Konsensulil
Arti asas konsensuil pada dasarnya perjanjian dahkgtan
yang timbul, karena itu sudah dilahirkan sejak kdégéircapainya
kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu susih apabila
sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tgséclukan
suatu formalitad®
Undang-Undang menetapkan bahwa sahnya suatu
perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan sedartulis tetapi

yang demikian itu merupakan suatu pengecualiannirmaza adalah

4 Djaja S. MelialaPerkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Rarniksuansa
Aulia, Bandung, 2007, him.97.
%% |bid, him.5.
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3)

bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudalgikatn apabila
sudah tercapai kesepakatan mengenai kesepakatan pgkok
dalam perjanjian.

Asas konsensuil tersebut disimpulkan dalam PasaD 13
KUHPerdata yang berbunyi, untuk syarat sahnya spetjanjian
diperlukan empat syarat yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c) Suatu hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, ataiw su
pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjiarushada
kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat pearjan;

Asas ltikad Baik yang Subjektif

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, semua
perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad bail, para pihak
dalam melaksanakan suatu perjanjian yang telahatlipa harus
berdasarkan suatu kejujuran bahwa benar-benasditakan.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 1363 KUH#ard
bahwa: "siapa yang telah menjual barang sesuaty géerimanya
dengan iktikad baik sebagai pembayaran yang tidadajidbkan,

cukup memberikan kembali harganya”.
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Para pihak pada waktu membuat perjanjian harus
mempunyai iktikad baik subjektif adalah sebagai ukepn
seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukimays yang
terletak pada sikap batin seseorang pada waktakkadperbuatan
hukum?®

Iktikad baik yang subjektif dapat diartikan sebagaatu
kejujuran yang terletak pada sikap baik seseorasgumiadakan
perjanjian tersebut.

b. Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian
1) Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH&ay
yang menyatakan bahwa: “semua persetujuan yangtdgmcara
sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Para pihak yang mengadakan perjanjian apabila sudah
tercapai kesepakatan mengenai hal pokok maka setansatis
pihak-pihak tersebut telah mengikatkan dirinya kntoemenuhi
apa yang diperjanjikan itu. Ketentuan Pasal 1338 él) tersebut
dimaksudkan untuk tercapainya suatu kepastian hubagn para
pihak harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanji@ang
tercantum dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata efmrikan

bahwa, “persetujuan hanya berlaku antara pihakkpilgang

% A.Qiram Syamsudin Melial&®okok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembanganny
Liberty, Yogyakarta, 1985, him.19.
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membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapembayar
ganti rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat piheakga mendapat
manfaat karenanya selain dalam hal yang diatumd&asal 1317
KUHPerdata.

Suatu perjanjian hanya mengikat bagi yang membaatny
dan tidak mengikat bagi orang yang terlibat didalga, jadi pacta
sunt servanda dapat diartikan bahwa mereka yang boegm
perjanjian harus memenuhi apa yang diperjanjikan.

2) Asas Baik yang Obyektif

Asas Baik yang Obyektif adalah pelaksanaan inusar
didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yandirasakan
sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa
“persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat hblyang tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segalauatasyang
menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatukehiasaan,
atau Undang-undang”.

Itikad baik dapat diartikan suatu kepatuhan yangu$a
dipenuhi dalam suatu perjanjian sehingga biasarsebdt dengan
iktikad baik yang obyektif.

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi

perjanjian. Seharusnya asas ini dipertahankann&areelalui asas

27 |bid, him 20.
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ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga rasaliken dalam

masyarakat.

3. Unsur — Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adatiga

unsur dalam perjanjian:

a) Unsur Essensialia

b)

Adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjamwa
tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjiag gianaksudkan
untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihpktdaenjadi beda,
dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuaaddrghendak para
pihak?®
Unsur Naturalia

Adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjamtggantu,
setelah unsur essensialnya diketahui secara pasalinya, dalam
perjanjian yang mengandung unsur essensialia jeldl pasti akan
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjoalkumenanggung
kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. Ke#&nini tidak
boleh disimpangi oleh para pihak, karena sifat peli menghendaki

hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolaliatu bentuk

%8 Kartini Muljadi Gunawan WidjajaPerikatan Yang Lahir Dari PerjanjiarPT. Raja
Grafindo, Jakarta, 2003, him.85.
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jual beli, di mana penjual tidak mau menanggungtsersembunyi
dari kebendaan yang dijual olehrfya.
c) Unsur Accidentalia
Adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur arasec
menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehepdek pihak
yang merupakan persyaratan khusus yang ditentidcaras bersama-

sama oleh para pihaR.

4. Jenis-jenis Perjanjian
a) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang meningwulk
kewajiban pada satu pihak, sedangkan pada pihakylaihanya ada
hak, misalnya perjanjian hibah dan hadiah. Di gihiak yang satu
menyediakan benda yang menjadi objek perikatan pillaak yang
lainnya berhak menerima benda yang diberikannyelbert.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang kedelah
pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pegartjmbal balik
ini merupakan pekerjaan yang paling umum yang dergalam
kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian seemyewa, tukar

menukar, dan jual beli.

29 |bid, him.88.
%0 |pid, him.89.
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Kriteria dari perjanjian jenis ini adalah kewajibharprestasi
kedua belah pihak atau salah satu pihak. Presiasariya berupa
benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergatak benda
tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghumah.
Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam prateslstama dalam
soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 ayaHPerdata.
Menurut pasal ini, salah satu syarat ada pemutpsa@anjian itu
apabila perjanjian itu bersifat timbal bafik.

b) Perjanjian Obligator dan Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk meahieh
hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjianble@daan ini sebagai
pelaksana perjanjian obligator. Perjanjian obligadalah perjanjian
di mana pihak-pihak sepakat mengikat diri untuk akekan
penyerahan kepada pihak 1&m.

c) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan PerjamjFormil.

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di manahya&ata
sepakat antar para pihak saja sudah cukup untububtya suatu
perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjealau barang
yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Perjanjian formil adalah perjanjian baru dianggapirl jika

sudah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Undang-undaanentukan

31 Abdulkadir MuhammadHukum..op.cit., him.86-88.
%2 H. Mahsudi dan Moch. Chidir AIPengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian
Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2001, him.131.
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bahwa perjanjian tertentu selain harus memenuhiasyemum untuk
sahnya suatu perjanjian, baru sah kalau sudah da&mtuk akta
otentik.

d) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempumsaia
sendiri dan diatur dalam KUHPerdata. Maksudnya addlahwa
perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan dibemaaoleh pembentuk
Undang-undang, berdasarkan tipe yang paling batemdi sehari-
hari. Misalnya perjanjian jual beli, tukar-menukpaertanggungan dan
sewa menyewa.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yangaktid
mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdata, tetagapat di
dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalpraktek adalah
berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk méagada

perjanjian®®

5. Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian agar dapat berlaku dan mengikatghak yang
membuatnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sahpgganjian
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHBeam doktrin

ilmu hukum yang berkembang, disebutkan:

% Mariam Darus BadzulrahmaAneka Hukum Bisni#Alumni, Bandung, 1994, him.19.
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a) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yaeggadakan
perjanjian (unsur subjektif) yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Adanya kata kesepakatan berarti kedua belah praag
mengadakan perjanjian menyatakan setuju mengehfiahgang
mereka perjanjikan. Kata sepakat tersebut lahirlddrendak atau
keinginan yang bebas dari kedua belah pihak, sghimga yang
dikehendaki oleh pihak kesatu juga dikehendaki ggtak yang
lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timba.bali
Undang-undang telah mengatur mengenai kesepakatan p
pihak yang mengikatkan perjanjian di dalam Pasalk113
KUHPerdata vyaitu sepakat yang dibuat karena kelnla
(dwaling), paksaan dwang, dan penipuan bgedrog) dapat
dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari detendak
adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan sesporang
mana kehendak tersebut telah ditentukan secark hdbas atau
tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata terddgatmacam
cacat kehendak, yaitu:
a) Kekhilafan atau kesesatan (dwaling)
Kekhilafan dapat tejadi mengenai orang atau barang
yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakajamen.
Kekhilafan terjadi jika suatu pihak sengaja menkzari

keterangan yang tidak benar, disertai dengan kahei
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b)

kelicikan, sehingga pihak yang lain terbujuk kargrmauntuk
memberikan kesepakatan. Masalah kekhilafan diatland
Pasal 1322 KUHPerdata yang berbunyi:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu ggran
selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai kakibarang
yang menjadi obyek perjanjian”.

Paksaandwang)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian
rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada digsang
yang terjadi karena adanya ancaman. Suatu yangasiidan
harus mengenai perbuatan yang dilarang undang-gndan
Pasal 1323 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Paksaan dilakukan terhadap orang yang mengadakain s
perjanjian  mengakibatkan batalnya perjanjian  yang
bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan gbéak
ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersetalah
dibuat”.

PenipuanBedrog

Penipuan terjadi jika satu pihak sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar, disertai dengan kahei
kelicikan sehingga pihak lain terbujuk untuk menser

perizinan. Penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHRard
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yang terdiri dari dua ayat, yang keseluruhannyabureyi
sebagai berikut:
“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkatu
perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oseltah satu
pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang daan
bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perik#iagika
tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata bahwa: “setiapgo
adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatanyatiegka ia
oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.
Pasal 1330 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai
orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjiaitiya
a) Orang-orang yang belum dewasa
Menurut Pasal 330 KUHPerdata, orang yang belum
dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan
belum menikah.
b) Orang yang berada di bawah pengampuan
Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang yang
diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap oyang
dewasa yang selalu berada dalam keadaan dunguggaki

pemabuk dan boros.
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c) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkah ole
Undang-undang.

Mengenai orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang
ditetapkan oleh Undang-undang yang dinyatakan bahwa
seorang wanita telah menikah tidak cakap melakukan
perbuatan hukum kecuali diwakilkan oleh suaminyal iHi
terdapat dalam Pasal 108 KUHPerdata. Jika dalajanpian
terjadi salah satu hal yaitu salah satu pihak tckdap untuk
membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan oleh hakim atas permintaan orang yadgkti
cakap membuat perjanjian tersebut.

b) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langs@emgah objek
perjanjian (unsur objektif) yaitu:
1) Suatu hal tertentu
Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan “suatu
persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suaandparang
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjddilangan
bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumiahrkémudian
dapat ditentukan atau dihitung”.
Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa, dalainm s
perjanjian objeknya harus tertentu atau setidakiayeat ditentukan
jenisnya dengan jelas. Maksudnya apabila perjariianbjeknya

mengenai suatu barang, maka minimal harus disebuticena
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barang atau jenis barang tersebut. Mengenai baeasgput sudah
ditangan si berhutang atau belum pada saat mengagakjanjian,
tidak di haruskan oleh Undang-undang. Di sampingnrtengenai
jumlahnya tidak perlu disebutkan asal kemudian taji@itung
atau ditetapkan.

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) wsuat
barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkeengenai
jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibpetjanjian
asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumfati*

2) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337
KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahva
Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah tdkawana suatu
sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah meyap
kekuatan™.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan
pengertian dari “sebab” yang dimaksud dalam Pa&&R0
KUHPerdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUHPerdata,
dijelaskan bahwa disebut dengan sebab yang halkdrad
a) Bukan tanpa sebab
b) Bukan sebab yang palsu

C) Bukan sebab yang terlarang.

% Hardijah RusliHukum Perjanjian dan Common LaRustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1996, him.85.
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Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdata dinyatakan
lebih lanjut bahwa: “Jika tidak dinyatakan suaabab, tetapi ada
sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebabdiipada yang
dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah”.

Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan bahwa pada dasarny
Undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakahmanjadi
alasan atau dasar dibentuknya perjanjian terteang yada di
antara para pihak.

Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan “suatu sebalatadal
terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang adpabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertibammi. Pasal
ini dapat diinterprestasikan bahwa sebab yang tidalal atau
haram adalah sebab yang bertentangan dengan Unddagg,
kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Berdasarkanargumentum a contrario pengertian sebab
yang tidak halal dapat memberi pengertian sebaly yzedal.
Pengertian sebab halal yaitu bahwa isi perjanjiangymenjadi
tujuan para pihak tidak dilarang Undang-undangalaej dengan
kesusilaan dan pasti ketertiban umum.

Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentadigagan
Undang-undang, sebab yang sesuai dengan kesubd#grsebab

yang sesuai dengan ketertiban unitim.

%5 |bid, him 89.
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6. Wanprestasi dalam Perjanjian

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belandaitu ya
“wanprestasie’ yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perjanjian semula. Tidak dipengnikewajiban tersebut
kemungkinan bisa disebabkan karena unsur kesemgaiaa kelalaian.

Pengertian  wanprestasi secara umum  adalah tidak
dilaksanakannya prestasi oleh debitur karena adamgar kesalahan, baik
karena kesengajaan maupun karena adanya kelalaian.

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalahupakan
perikatan dan hal ini berarti bahwa kewajiban-kéveaj yang timbul dari
perjanjian itu bila tidak dipenuhi dapat dipaksakataksanaannya.

Apabila terdapat pihak yang berkewajiban (debitgaing tidak
memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka pihak yeenhak (kreditur)
dapat menuntut melalui pengadilan agar debitur meimekewajibannya
atau mengganti biaya, rugi dan bunga (Pasal 1236 Rimsal 1242
KUHPerdata)®

Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa: “tiap4{tiekatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuaaesatau untuk tidak
berbuat sesuatu”. Isi dalam pasal tersebut dalakuin perikatan disebut
prestasi atau objek perikatan. Tidak memenuhi olgekikatan atau

prestasi maka disebut wanprestasi.

%8 |pid, him 131.
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Bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) ménsubekti
dapat digolongkan empat macam, y&ftu:
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksamaja.
b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak gaimaana
dijanjikan.
c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaklbdilakukan.
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wesfasi
adalah hukuman dan sanksi, yaftu:
a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telaterda oleh
kreditur.

Pembayaran ganti rugi oleh pihak debitur yang westpsi
berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Biaydaldasegala
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata silillaluarkan
oleh satu pihak (kreditur). Rugi adalah beban yaangis diderita atau
ditanggung akibat karena kelalaian debitur. Burdglain keuntungan
yang diharapkan atau sudah dibayangkan oleh kredéamun karena
kelalaian debitur maka keuntungan itu tidak meni@adiyataari’

Pasal 1247 KUHPerdata menentukan bahwa: si bargut
hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bungagylah nyata,

atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikdiahirkan,

3" R. SubektiHukum...op.cit him.45.
% Abdulkadir MuhammadHukum...op.cit him.24.
% Ibid, him. 47-48.
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kecuali hal ini tidak dipenuhinya perikatan ituebsbkan sesuatu tipu
daya yang dilakukan olehnya”.
Pembatalan perjanjian

Tujuan dari pembatalan perjanjian adalah diant@adué
belah pihak dianggap tidak pernah terjadi perjanjRasal 1266 ayat
(1),(2) dan (3) KUHPerdata menjelaskan bahwa: sydratal
dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan{ogua@ yang
bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak mevwuhi
kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian tidak bataimi hukum, tetapi
pembatalannya harus dimintakan kepada hakim, maskgyarat
batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban telahyatiakan di
dalam perjanjian.

Apabila syarat batal tidak dinyatakan dalam peigam;
maka hakim menurut Pasal 1266 ayat (4) KUHPerd3atah leluasa
untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergogahberikan
suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kéanjiya yaitu
tidak boleh lebih dari satu bulan.

Peralihan Resiko

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika
terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah gahak, yang
menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Penmal resiko
sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang detsebutkan dalam

Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata, bahwgka“si berhutang lalai
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akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelal&e@ibendaan
adalah atas tanggungannya”
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimepagadilan
Pasal 1267 KUHPerdata, menjelaskan bahwa pihaktired
dapatmenuntufpihak debitur yang lalai dengan pemenuhan peganji
atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugbdaga, misalnya
penggantian kerugian karena pemenuhan terlambasalping itu
pihak kreditur juga dapat menuntut ganti rugi sdgam hal kreditur
dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta m&mae
maupun pembatalan dan juga kreditur dapat menyrgatbatalan
saja.
Kesimpulannya kreditur dapat memilih di antara et
sebagai berikut:
a) Pemenuhan perjanjian;
b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
c) Gantirugi saja;
d) Pembatalan perjanjian;
e) Pembatalan disertai ganti ru§i.
Akibat-akibat yang disebutkan di atas adalah akdeai
terjadinya wanprestasi dalam perjanjian, dan sejdiEngan itu hak-
hak kreditur akan muncul dari kelalaian debitur kHkebitur untuk

menuntut ganti rugi baru ada kalau debitur suddé@md&eadaan lalai.

401bid, him.53.
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7. Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir bilamana tujuan p#rak yang
diperjanjikan telah tercapai atau masing-masinglpilalam perjanjian
telah saling memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya pejaggitu®*

1) Ditentukan persetujuan;

2) Undang-undang menentukan batas waktunya suatunpanja

3) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukanabdewgan
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akapus;

4) Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukah &kdua belah
pihak:

5) Perjanjian hapus karena putusan hakim;

6) Tujuan perjanjian telah tercapai;

7) Karena persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1226 KUHPerdata, pembatalan harus@ikan
kepada hakim. Putusan hakim itu bersifat konstjtshingga putusan
hakim itu secara aktif bersifat membatalkan peigemnj Jadi, bukan
kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatapi@anijian tetapi
putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, bahKkaakim

mempunyai kekuasaatiscretionair, yaitu kekuasaan untuk menilai besar

“1R. SetiawanPokok-Pokok Hukum PerikataBijna Cipta, Bandung, 1987, him. 69.

44



kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan togea akibat

pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa defftur.

B. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit
5) Tinjauan Tentang Kredit
a) Pengertian Kredit

Dilihat secara etimologis kata kredit berasal 8ahasa Yunani
yaitu “Credere” yang berarti kepercayaan atau dalzhasa latin
“Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenagaingga kredit
adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian
pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pemavenya akan
dilakukan pada jangka waktu yang disepakati.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undawigng
Perbankan yaitu:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yampatddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakptajam
meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajiblahnak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangk&tuvéertentu
dengan pemberian bunga”.

Menurut M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalatu

ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapadsmats yang

“2R. SubektiAneka PerjanjianCtk.Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998m. 51.
43 Teguh Pudjo Mulyondylanajemen Perkreditan Bagi Bank Komergiitk. Kedua, BPFE,
Yogyakarta, 1990, him.9.
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bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya unmuimbayar kembali
hutangnya pada tanggal terseffut.

Menurut O.P. Simorangkir menyatakan kredit adalah
pemberian prestasi (misalnya uang atau barang)adebglas prestasi
(kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang

Menurut Mariam Darus Badrulzaman memberikan belzerap
arti kredit dari literatur:

a. Salvelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai atéira lain:

1) Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana sesgpdrarhak
menuntut sesuatu dari orang lain.

2) Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sé®mtda
orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kemhazdi wang
diserahkan itu.

b. Levy merumuskan arti kredit sebagai berikut:

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk
dipergunakan secara bebas oleh penerima kredierifen kredit
berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungamiengan
kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di katey hari*®

Menurut R. Tjipto Adinugroho, menyatakan bahwa: e'thit

adalah modal yang diharapkan akan diterima dani psda waktu

“ Djuhaendah Hasahembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Bendayéaig
Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asagsaban HorizontalPT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996, him.142.

4> Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garan$?T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
him.123.

“6 Djuhaenda Hasahembaga...op.cithim.141.
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mendatang, maka pada waktu mengajukan permintaadit kpada
hakikatnya harus didasarkan pada suatu perencaffaan”

Menurut Muhammad Djumhana, mengemukakan pengertian
kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasj ykberikan
sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupafjas

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, dag#tadidengan
jelas bahwa kredit adalah peminjaman uang ataunpaoardasarkan
kesepakatan, di mana pihak peminjam akan menggantiiwaktu

yang akan datang beserta kewajibannya, sesuaitgkagdisepakati.

b) Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaanadap
debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersegbhengandung
resiko yang tinggi, karena itu dalam pemberian ikteddapat beberapa
unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsurtkyaitii*°
1) Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang
diberikan akan diterima kembali dalam jangka waléutentu

dikemudian hari.

“"R. Tjipto AdinugrihQ Perbankan Masalah KrediBradnya Paramita, Jakarta, 1992, him.
64.

8 Muhammad Djumhan&jukum Perbankan Di IndonesiBT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, him.217-218.

“9 Djuhaenda Hasahembaga...op.cithim147.
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2) Waktu
Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kreditrdasa
pengembalian kredit. Di sini terkandung arti bamilai uang pada
waktu pemberian kredit (nilai aigo) adalah lebitgtii daripada nilai
uang yang akan diterima pada waktu pengembaliarditkre
dikemudian hari.
3) Resiko
Yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi gaba
akibat jangka waktu yang memisahkan antara penksedit dan
pengembalian kredit dikemudian hari. Makin lamagjen waktu
pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tiagkesikonya.
Karena ada unsur ini maka suatu perjanjian kreditiup suatu
jaminan.
4) Prestasi
Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapatpber
barang, jasa dan uang dalam perkembangannya piakreddalam
modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalanmbgrem

kredit adalah uang.

c¢) Jenis-jenis Kredit
Dalam prakteknya, secara umum ada dua jenis kredhg

diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, faitu:

*0 Daeng NajaHukum Kredit...op.cif him.125-126
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1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanya
a. Kredit Produktif
Adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usahag yan
menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi udaha-
usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat dua kegkuran:

1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan wiat
membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk gunatupéenu
biaya produksi dalam rangka peningkatan produkau at
penjualan.

2) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan unjpgngadaan
barang, modal ataupun jasa bagi usaha yang bergangk

b. Kredit Konsumtif
Adalah kredit yang diberikan kepada orang perorangduk
memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnyal{su
pengembaliannya dari fixed income debitur).
2) Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya
a. Kredit jangka pendek
Yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebingka
waktu 1 (satu) tahun.
b. Kredit jangka menengah
Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktuHetari 1

(satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun
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c. Kredit jangka panjang
Yaitu kredit yang diberikan dalam jangka waktu kebari 3

(tiga) tahun.

d) Tujuan dan Fungsi Kredit
Pemberian kredit oleh bank mempunyai maksud untuk
memperoleh keuntungan. Oleh karena itu bank akangafmilkan
permohonan kredit bila benar-benar yakin bahwabasaebitur yang
akan menerima kredit, mampu untuk mengembalikaditky@ng akan
diterimanya.
Dengan demikian, tujuan kredit yang diberikan oledmk,
yakni:>*
1) Turut menyukseskan progam pemerintah di bidang akordan
pembangunan.
2) Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat naeah
fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan arakgt.
3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusakgamin dan
dapat memperluas usahanya.
Secara umum fungsi kredit adalah untuk merang&aoiga
belah pihak untuk saling tolong menolong demi ppa@n kebutuhan

baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-har

*1 Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Aftiet, Yogyakarta, 1996, him.111.
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Menurut Djuhaendah Hasan, fungsi kredit dalamidigran
perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam bgasarnya
adalah??

a) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modaludeny.
b) Kredit meningkatkan daya guna suatu barang.
c) Kredit memudahkan transaksi pembayaran, meningkgikeedaran
dan lalu lintas uang.
d) Kredit dapat menimbulkan kegairahan usaha masyaraka
e) Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.
f) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapetsional.
g) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi nasional.
e) Analisis Kredit
Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan
pengajuan kredit dapat diterima atau ditolak, mkkagkah pertama
yang harus dilakukan adalah melakukan analisisatiegh permohonan
yang diajukan oleh debitur. Pentingnya untuk metakuanalisis ini
adalah untuk menghindari resiko kemungkinan temyalkredit macet.

Pembayaran kredit selalu terjadi di masa yang alaang,
maka yang memberikan pinjaman harus menilai aph&edpan debitur
tentang kesanggupan untuk membayar kembali adalalpavajar.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit paxiamnya
digunakan kriteria 5C (The Five C’s) yakii:

a) Character(sifat)

Para analisis kredit pada umumnya mencoba meliaat d

data pemohon kredit yang telah disediakan oleh .k3itk dirasakan

*2 Djuhaendah Hasahembaga...op.cithim.152.
*3 Santoso Sembiringjukum PerbankarBandar Maju, Bandung, 2008, him.68-69
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perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebiti,rbagaimana
karakter yang sesungguhnya dari calon debiturltatse
b) Capasity(kemampuan)

Bank mencoba menganalisis apakah permohonan daga ya
diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yad®y pada
debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan pgamohon
dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

c) Capital (modal)

Hal ini cukup penting untuk bank, khususnya untukdk
yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, kinung
pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu pedik@ji ulang
potensi dari modal yang ada.

d) Collateral (jaminan)

Apakah jaminan yang diberiakan oleh debitur sebandi
dengan kredit yang diminta. Hal ini sangat pentiggr bila debitur
tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual

e) Condition of economgkondisi ekonomi)
Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkamkun

hal itu.
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6) Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
F. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinyahetlisusun
oleh bank secara sepihak dalam bentuk baku mendeedit yang
memuat hubungan hukum antara bank dengan nasabialr &

Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam buku lke
KUHPerdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pyaak satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlahenéunt barang
barang yang menghabis karena pemakaian, dengaat §pdrwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlaly y&ma dari
macam dan keadaan yang sama pula”.

Jika dibandingkan dengan ketentuan perjanjian minja
meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPemkda berlaku
juga dalam perjanjian kredit, sehingga akan terltbghwa perjanjian
kredit merupakan hal yang lebih khusus dari peganjpinjam
meminjam uang. Kekhususan tersebut, yaitu:

1) Perjanjian kredit ada dalam perjanjian pinjam uang.

2) Perjanjian kredit terjadi pada masyarakat.

3) Perjanjian kredit mengenal pinjaman dengan jangiktuvtertentu
dan juga dikenakan uang.

Ada beberapa pendapat mengemukakan tentang peamgerti

perjanjian kredit, antara lanf:

¥ H.Tan KameloHukum Jaminan FidusjaCtk.Kedua, Alumni, Bandung, 2006, him.33.
%5 Mariam Darus BadrulzamaRegrjanjian Kredit BankAlumni, Bandung, 1999, him.20.
*® Ibid, him 27.
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1. Windsherd
Menyatakan bahwa perjanjian kredit adalahjapgan
dengan syarat tangguh yang pemenuhannya terganpauig
pinjaman yaitu apabila penerima kredit menerima oemgambil
pinjaman itu.
2. Goodeket
Menyatakan bahwa perjanjian kredit yang diachnya
terdapat perjanjian pinjam meminjam adalah peganyiang bersifat
konsensuil dan obligator.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasimyntuk
memberikan sesuatu, yaitu bagi bank untuk memberikang yang
telah dipinjamnya pada bank dengan jumlah bungdalam atau
pembagian hasil keuntungan sesuai dengan kesepakddtam
perjanjian.

Perjanjian kredit juga dapat disebut dengan pegargtandard
artinya di dalam praktek setiap bank menyediakamddir perjanjian
kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahukehingga ini
ditentukan secara sepihak. Formulir tersebut did@iokepada setiap
pemohon kredit apakah mereka menerima syarat-syaraj tersebut
dalam formulir. Hal-hal yang tidak mungkin disiretelumnya antara

lain jJumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka wakt
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G. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit
Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian ikrgeng
digunakan bank dalam melepas kreditnya atau dalambarikan bank
garansi, yait
1) Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan afea di bawah
tangan.

Yang dimaksud akta perjanjian kredit di bawah tanga
adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepstabahnya
yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dantu® tanpa
notaris. Bahkan, lazimnya dalam penandatangananpejanjian
kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut sddalm
memperlihatkan tanda tangannya. Padahal, sebagaidikeetahui
bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktiamdaerkara
perdata yang sah. Mengenai akta perjanjian krediawah tangan,
ada beberapa kelemahan yang perlu diketahui oledneoit bank,
yaitu:

a) Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanpresbéet
debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakakum
melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang
bersangkutan menyangkali tanda tangannya akan ibatak
mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yanghtel

dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUHPerdata yang

*" Daeng NajaHukum Kredit...op.cif him.184-187
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menyatakan bahwa jika seorang memungkiri tulisaau at

tanda tangannya, hakim harus memerintahkan supaya

kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersdbettiksa di
muka pengadilan.

b) Bahwa oleh karena perjanjian ini hanya dibuat gbeina
pihak, di mana formulirnya disediakan oleh bankr(folir

standard), maka bukan tidak mungkin terdapat keigaa

data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu

kepentingan pengikatan kredit. Bahkan, bukan tidakgkin
atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanigéaukdin
walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuknigleo

kosong.

2) Perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaas aikta otentik.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaris

(otentik) adalah perjanjian pemberi kredit oleh kakepada

nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadaptarisn

Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat daldasal 1868

KUHPerdata, dapat dikemukakan beberapa hal:

a) Yang berwenang membuat akta otentik adalah ndtadsali
wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat kinoaang
lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otesdi&lah

misalnya seorang panitera dalam sidang pengadiéorang
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juru sita dalam membuat exploit, seorang jaksa atalisi
dalam membuat pemeriksaan pendahuluan.

b) Akta otentik dibedakan dalam: yang dibuat “olehthrdang
dibuat “di hadapan” pejabat umum.

c) Isi dari akta otentik adalah : semua “perbuatanigyaleh
Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otenlk
semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikeheinaliak
mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik tdapa
berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkdeho
Undang-undang.

d) Akta otentik memberikan kepastian mengenai pendagga
Seorang notaris memberikan kepastian tentang pgakary
pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajibanyeien
dalam akta bersangkutan dengan tahun, bulan dagahn

pada waktu akta tersebut dibuat.

H. Fungsi Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit mempunyai fungsi, yamtu:
a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjianggi@n pokok,
artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yangemiekan batal
atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikginmisalnya

perjanjian pengikatan jaminan.

%8 |bid, him.183.
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b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti nesvag batasan-
batasan hak dan kewajiban.
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk kugtan monitoring

kredit.

|. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dihapus, kauvgman
dari perjanjian tersebut telah tercapai, adany@padsatan dari kedua
belah pihak atau dapat juga disebabkan karenanadédasan yang oleh
Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya perjanjian kredit bank dapat dara&tau
dihapus karena beberapa hal antaraain:

1) Adanya pernyataan penghentian perjanjian secaraasepleh bank;
2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhad@mpannya;
3) Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.

Bank berhak dalam hal tersebut di bawah ini meraatikang
muka atau kredit dengan segera atau pada waktudisergukan bank
dan dalam segala keadaan atau pada waktu yan¢uéaen
a) Jikalau yang beruntung menurut pikiran bank melakugerbuatan

yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian.

%9 Edy Putra Tje’amarkredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridisberty, Yogyakarta, 1986,
him.35.
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b) Jikalau semata-mata pikiran bank yang ditangguhidak cukup
lagi dan tanggungan tidak ditambah, baik karenaatahsatau hilang
ataupun karena harganya mundur.

c) Jikalau yang menangguh jatuh ke dalam keadaart daifi diganti
dengan perjanjian lain yang dianggap cukup olelk.ban

d) Sekiranya kredit yang diberikan oleh perusahaan at®emata
menurut pikiran bank perusahaan itu sudah dihemtdau sebab
lain sehingga tidak diusahakan lagi oleh yang keng sendiri,

sedangkan ia tidak diganti secukupnya menurutakirank.

C. Tinjauan Tentang Jaminan
1. Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari iatil zekerheid
dan cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau msluna
perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengaa menahan
benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai targgn atas pinjaman
atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur.

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tah@671
diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”, sedgkan “jaminan”
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagait&ah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberilair, yaitu

“keyakinan atas dan kemampuan serta kesanggusaiah debitur untuk
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melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaamakdud dengan
diperjanjikan”.

Menurut Mariam Daruls Badrulzaman merumuskan jamina
sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh sesgaebitur dan atau
pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kevaajitya dalam suatu
perikatan®

Menurut Hartono Hadisoeprapto pengertian jaminaraladd
sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk meumikaln keyakinan
bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapéladdengan uang
yang timbul dari suatu perikatéh.

Menurut Hasaunudin Rahman memberikan pengertianngm
adalah tanggungan yang diserahkan oleh debituraKpietiga) yang
diserahkan kepada kreditur karena mempunyai keyganti bahwa debitur
harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Dari perumusan pengertian jaminan di atas, dapampulkan
bahwa jaminan yang baik (ideal) adafdh:

a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit @ pihak yang
memerlukan.
b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari ikrathtuk

melakukan (meneruskan) usahanya.

0 Rachmadi Usmarjukum Jaminan KeperdataaSinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 69.

®1 salim H.S Perkembangan Hukum Jaminan Di Indone§i@. Raja Grafindo, Jakarta, 2005,
him.22.

%2 Hasanudin RahmaAspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan dirlesia,
him.174

63 R.SubektiJaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukndonesiahlm.29
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c) Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, ndaati bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksgelaitu bila perlu

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnyangrpea kredit.

. Asas- Asas Pemberi Jaminan
Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang bahwgals
kebendaan yang berhutang, baik bergerak maupuk bdegerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikembdanmenjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Asas pemberian jaminan ditinjau dari sifatnya ada thacam,
yaitu:
a. Jaminan bersifat umum
Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepadaiape
kreditur, hak-hak tagihan mana yang tidak mempurhak saling
mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu Keaditur yang
lainnya.
b. Jaminan bersifat khusus
Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepadadkur,
hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului gghainia

berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak prevegr
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3. Jenis-jenis Jaminan
Pada umumnya jaminan dapat dibedakan menurut kerbagi,
diantarany&*
a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undartgng dan jaminan
yang lahir karena perjanjian.
1) Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-undang
Yaitu suatu jaminan yang adanya ditunjuk oleh Ugdan
undang tanpa adanya perjanjian dari para pihaki yaisalnya
adanya ketentuan Undang-undang yang menentukaratsgmua
harta benda debitur baik benda bergerak maupun iyasgh akan
ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannyaarBdyahwa
kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap senmmalab
debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan dltdang-
undang (Pasal 1131 KUHPerdata).
2) Jaminan yang lahir karena perjanjian
Yaitu jaminan yang ada karena telah ditentukanndala
suatu perjanjian oleh para pihak.
b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminasus$u
1) Jaminan umum
Jaminan umum adalah jaminan yang diberlakukan bagi
kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua tabitur

(Pasal 1131 KUHPerdata). Artinya bahwa benda jaminatidak

% Sri Soedewi Masjchoen Sofyafyukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan JaminaRerorangan Liberty, Yogyakarta, 1980, him.43.
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ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan urkxdditur
sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-dagntara
para kreditur seimbang dengan piutangnya masingagas
2) Jaminan khusus

Jaminan khusus itu timbulnya karena adanya pegjan;i
yang khusus diadakan antara kreditur dan debitangYdapat
berupa jaminan yang bersifat kebendaan ialah addeyala
tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkamgmn yang
bersifat perorangan adalah adanya orang tertemig ganggup
membayar atau memenuhi prestasi manakala debinprestasi.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yasgdigerorangan
1) Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta
kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yaragildib
dengan cara pemisahan bagian dari harta kekaya#ndari si
debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin pememuha
kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditapabila
debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi

Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan
yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mmemipciri-
ciri:
a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dar

debitur.
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b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
c) Selalu mengikuti bendanya.
d) Dapat diperalihkan.

2) Jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangamtierteanya
dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,adeyih harta
kekayaan debitur (contohorgtacht) Pada jaminan perorangan
ini, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan apighya
selain kepada debitur yang utama juga kepada pgoaggatau
dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya.

Subekti mengatakan, “jaminan perorangan adalahusuat
perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur)geanorang
ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si btnhg
(debitur). Bahkan dapat diadakan di luar (tanpajgpgahuan si

berhutang tersebuf®

D. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan
1. Pengertian Hak Tanggungan
Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 1 butitJ(ldang-
Undang Hak Tanggungan adalah:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda lyarkgitannya
dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungdalah hak

% Djuhaenda Hasahembaga...op.cithlm. 238.
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jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sefewmidimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangtU?ara Dasar

Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut dea+benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukgssn utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepaef@itlr tertentu

terhadap kreditur-kreditur lain.”

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Hak Tanggungan meskan
bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalkahbsimuk jaminan
pelunasan utang dengan hak mendahului dengan ¢bjaknan) berupa
Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undémgor 5 Tahun
1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraaa d@hdang-Undang
Pokok Agrarig®®

Mengacu dari Undang-Undang Pokok Agraria, dapathatil
ketentuan Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang PAakakia. Dengan
demikian, jelaslah bahwa Undang-Undang Hak Tangamndibentuk
sebagai pelaksana dari Pasal 51 Undang-Undang PAgcokria, yang
menggantikan berlakunya ketentuan-ketentuan mengdipotik yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata rhed@ dan
Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 19084%0sebagai yang
telah diubah dengan Staatblad 1937 No.190. Hal erengencabutan dan
pernyataan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentm&ngenai Hipotik
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdiadi@nesia dan

Credietverband dapat ditemukan dalam rumusan R8dahdang-Undang

Hak Tanggungan.

% Kartini Muljadi-Gunawan WidjajaHak TanggunganCtk.Kedua,Seri Hukum Kekayaan,
Jakarta, him.13.
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2. Unsur-Unsur Hak Tanggungan

Ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yemguiat di
dalam definisi Hak Tanggungan ( Pasal 1 ayat (1ddog-Undang Hak
Tanggungan). Unsur-unsur pokok itu addiah:

a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasiamd).

b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesukngd-Undang
Pokok Agraria (UUPA).

c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnyaathakanah) saja,
tetapi dapat juga dibebankan berikut benda-bendayéang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu.

d. Hutang yang dijaminkan harus suatu hutang tertentu.

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada deléttentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur Hak
Tanggungan yang termuat di dalam Pasal 1 ayat riflpkg-Undang Hak
Tanggungan diatas:

1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunas&@mg.

Hak jaminan adalah hak yang memberikan kepada si
pemegang hak (kreditur) satu kedudukan yang lelatk lxepada
kreditur yang lain. Kalau di antara para kreditda yang menghendaki

kedudukan yang lebih, lebih dari sesama kreditukariaeditur dapat

" Remy Syahdenklak Tanggungan ( Aspek-aspek, Ketentuan-ketentakokPdan Masalah
yangDihadapi oleh PerbankanCtk.Pertama, Alumni, Bandung, him.11.
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memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan pergaa
(persoonlijke zekerheidsrenshten) seperti pada twebianggung
menanggung dan adanya brog yang memberikan kepa#adudukan
yang lebih baik karena adanya lebih dari seorarmtuteyang dapat
ditagih, maupun memperjanjikan hak jaminan kebemd@akalijke
Zekerheidsrechten), yang memberikan kepadanya hakuku
didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas pasjualan benda
tertentu milik pemberi jaminan atau debitur dargjagpermudah dalam
melaksanakan haknyA.

2) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesukngd-Undang
Pokok Agraria.

Bahwa hak atas tanah yang bisa dibebankan hakuaggg
atau dengan perkataan lain yang bisa dipakai sefmgaan hutang
dengan hak tanggungan adalah hanya hak-hak atab taenurut
Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak-hak ataatissebagai yang
diatur Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria, yang dijadikan objek
jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan fatiala milik, hak
guna usaha dan hak guna bangunan (Pasal 25, 333%d&amdang-
Undang Pokok Agraria).

Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah , béraihi

bahwa hak tanggungan tidak hanya bisa dibebankarhak tanah saja,

68 J.SatrioHukum Jaminan Kebendaan dan Hak Tanggun@anCitra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, him.59
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karena kalau kata hak atas tanah dihubungkan dehkgéimat
berikutnya (dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undaniy Fenggungan)
yaitu: ” benda-benda lain yang merupakan satu tkesadengan tanah
itu”, maka bahwa hak tanggungan juga bisa diletaklatas barang-
barang dalam arti benda berwujud sepanjang mengmmainya, yaitu
barang-barang diatas tanah itu yang menjadi saatkan dengan tanah
tersebut.

3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnyaathakanah) saja,
tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-bendayéang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan
menjelaskan bahwa:

“Hak Tanggungan juga dapat dibebankan pada haktamad berikut

bangunan , tanaman, dan hasil karya yang telalat@danakan ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebuyadgnmerupakan
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannygadetegas

dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungangy
bersangkutan”.

Kata-kata “merupakan satu kesatuan” berarti berehald
tersebut harus bersatu dengan erat sekali dengahnga (menjadi
satu). Bahwa benda-benda yang berada di atas y@mahdijaminkan
yang tidak bersatu dengan tanahnya, tidak bisandijgan dengan hak
tanggungan, sehingga hak tanggungan otomatis tigiellputi benda-
benda seperti itu.

Benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengdmitan

sekalipun tidak dipersatukan, tetapi dimaksud untijadikannya
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manfaat dan digunakan secara permanen dalam bangdiatas tanah
yang dijaminkan.

4) Hutang yang dijamin harus suatu hutang tertentu
a) Sifat accesoir hak tanggungan

Dikaitkan dengan kata-kata hak jaminan, sehinggagya
dimaksud di sini adalah hak jaminan yang dikaitkiemgan suatu
hutang tertentu. Dengan demikian, hak tanggungharitan demi
untuk menjaminkan suatu hutang tertentu.

b) Syarat hutang tertentu

Mengenai syarat adanya hutang tertentu adalah tsyang
logis, jika hutang yang diberikan jaminan tidaki¢atu, bagaimana
kita bisa menentukan, apakah jaminan sudah setesi@ksanakan
tugasnya atau belum sebagai jaminan hutang, judavébgpada
perjanjian-perjanjian, kasusnya ada pada perikpt&oknya (yaitu
untuk diberikan pinjamarfy.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan,
bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan di uamisgpada
kreditur, dalam arti bahwa jika debitur cidera jampaka kreditur
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melaluilaogian
umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketenpemndang-
undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahutldtgrada

kreditur-kreditur yang lain.

% |bid, him.95.
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3. Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan antara I&n:

a. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tangguregdapat dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungantadala
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan

b. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud Paagat (1)
Undang-Undang Hak Tanggungan, hak pakai atas taeghra yang
menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar damumnut sifatnya
dapat dipindahtangankan, dapat juga dibebani hedgtangan (Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan).

c. Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada haktatat berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telahtadaagan ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebuyadgnmerupakan
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannygadetegas
dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungag persangkutan
(Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan).

d. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaindimaksud
pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak #aash, pembebanan
hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanyd dégkukan

dengan penandatanganan serta pada akta pembekiamarfggungan

0 Bahsan.MHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indand%T.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him 27.
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yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang dikesisa untuk itu
olehnya dengan akta otentik (Pasal 4 ayat (5) Umdiindang Hak
Tanggungan).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan ankaira
dijelaskan bahwa bangunan yang dapat dibebani haggtingan
bersamaan dengan tanahnya adalah bangunan yanda bdiraatas
maupun di bawah permukaan tanah misalingsementyang ada
hubungannya dengan hak atas tanah yang bersangkkin otentik
yang dimaksud adalah surat kuasa yang membebaakatamggungan
atas benda-benda yang merupakan satu kesatuanndemgdn untuk
dibebani hak tanggungan bersama-sama tanah yasanig&utan.

. Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih satu hak
tanggungan guna menjamin pelunasan lebih darigang. Peringkat
masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut ggtn
pendaftarannya pada kantor pertanahan. Dalam I(ddftai pada
tanggal yang sama, karena peringkatnya ditentukanurat tanggal
pembuatan akta pemberian hak tanggungan Pasal &ngitdhdang
Hak Tanggungan.

Penjelasan Pasal 5 antara lain menjelaskan bahata sijek hak
tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tamggn sehingga
terdapat pemegang hak tanggungan peringkat perfzeriagkat kedua

dan seterusnya.
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4. Ciri-Ciri Hak Tanggungan
Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Undang-dnHizak
Tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendalk@pada
pemegangnya.

Dalam hal ini pemegang hak tanggungan sebagai turedi
memperoleh hak didahulukan dari kreditur lainnydgukrmemperoleh
pembayaran piutangnya dari hasil penjualan objelnan kredit yang
diikat dengan hak tanggungan tersebut. Kedudukbdagse kreditur
yang mempunyai hak didahulukan dari kreditur |&ireditur preferent)
akan sangat menguntungkan kepada yang bersangkdiddem
memperoleh pembayaran kembali (pelunasan) pinjaoary yang
diberikannya kepada debitur yang wanprestasi.

b. Selalu mengikuti objek jaminan kredit yang diikaendan hak
tanggungan tersebut.

Apabila objek jaminan utang yang diikat dengan hak
tanggungan beralih ke pihak lain karena suatu sebpérti pewarisan,
penjualan, penghibahan dan sebab lainnya, pemblegiatanggungan
atas objek jaminan uang tersebut tetap melekat.tdlaigungan tetap
melekat pada objek hak tanggungan tersebut. Sepalikila piutang
yang objek jaminan utangnya telah diikat dengan taiggungan

beralih dengan pihak lain karena cessie, subr@jagisebab lain, maka

" bid, him 22.
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hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukempa#éta kreditur

yang baru. Peralihan tersebut tidak perlu dibuktidk@ngan akta yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). &atan mengenai
beralihnya hak tanggungan tersebut cukup dilakidemdasarkan akta
yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamimgde hak

tanggungan tersebut kepada kreditur yang baru.

. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.

Pemenuhan asas spesialitas dan asas publisitas dalgka
pembebanan hak tanggungan adalah sebagaimanaeyaegrin dari
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungsepanjang
mengenai pembuatan akta pemberian hak tanggungan da
pendaftarannya. Kedua asas tersebut sangat berldetagan rangka
pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan ufang akan
mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastiakumu kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemenuhan asas spesialitas tercapai melalui peambakta
pemberian hak tanggungan dihadapan Pejabat Pemb@kta Tanah
(PPAT) sesuai dengan persyaratannya. Sementapeefitenuhan asas
publisitas tercapai dengan dilakukan pendaftarambebanan hak
tanggungan ke kantor pertanahan setempat sehingganya di
keluarkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat ha&knggungan

merupakan dokumen pembebanan atas tanah terselarigal
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dipenuhinya asas spesialitas dan asas publisitasbté maka akan

diperoleh pengikatan jaminan utang secara sempurna.

. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Apabila debitur wanprestasi yaitu tidak melunasinghya
sesuai dengan yang diperjanjikan kepada kreditueditur yang
bersangkutan akan melakukan eksekusi atas objekganyang diikat
dengan hak tanggungan. Undang-undang Hak Tanggungaatapkan
cara eksekusi objek jaminan yang dapat ditempulakigkan) oleh
kreditur yaitu sebagai berikut:

1) Eksekusi berdasarkan hak pemegang hak tanggungainglze
pertama untuk menjual objek hak tanggungan atasdsslan sendiri
melalui pelelangan umum dan kemudian mengambil pgaran
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

2) Berdasarkan title eksekutorial yang terdapat datmrifikat hak
tanggungan sesuai dengan irah-irah yang mencantukdta-kata
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 'Esang
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengansau
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukurap tetan
berlaku sebagai penggagtiosse acta hypothesepanjang mengenai
hak atas tanah, penjualan objek jaminan utang dapgera

dilakukan.
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5. Pemberian Hak Tanggungan
a. Janji untuk Memberi Hak Tanggungan dalam Perjarijitang Piutang

Sebagai Dasar Pembebanan Hak TanggufAgan

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakanumelal
dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tenggo yang
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah TPEan kedua,
tahap pendaftaran hak tanggungan, yang dilakukan kaftor
pertanahan. Tahap pemberian hak tanggungan diateali didahului
dengan janji untuk memberikan hak tanggungan tetsgituangkan di
dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkampeiganjian utang
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainrgreg ynenimbulkan
utang tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan yang
menyatakan:
“Pemberian hak tanggungan didahului dengan jartjikumemberikan
hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangntigrt yang
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak tdngen dari
perjanjian utang piutang yang bersangkutan atajarp@am lainnya
yang menimbulkan utang tersebut”.

Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Tangagung
tersebut dapat diketahui, bahwa pemberian hak terggm harus
diperjanjikan terlebih dahulu dan janji itu dipessgtkan harus

dituangkan di dalam dan merupakan bagian yangeiglisahkan dari

perjanjian utang piutang yang bersangkutan atajamgem lainnya

"2 J.SatrioHukum Jaminan...op.,cihm.79.
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yang menimbulkan utang tersebut. Berarti setiapji jamtuk
memberikan hak tanggungan terlebih dahulu dituamglkialam
perjanjian utang piutang.

Dengan kata lain, sebelum akta pemberian hak tamggu
dibuat dalam perrjanjian utang piutang untuk digarkan “janji”
pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelungsag tertentu,
berhubung sifat hak tanggungan sebagai perjangaasaoir. Menurut
penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) Undang-UndangTidaggungan,
pemberian hak tanggungan tersebut karenanya harus&upakan
ikatan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yamgenimbulkan
hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelurmasan
. Pemberian Hak Tanggungan Dilakukan dengan Penmanjiartulis
Yang Dituangkan Dalam Akta Pemberian Hak Tangganga

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2angnd
Undang Hak Tanggungan, pemberian hak tanggungaakudin
dengan perjanjian tertulis yang dituangkan dalartaARemberian Hak
Tanggungan (APHT). APHT ini merupakan akta pejggsmhbuat tanah
yang berisikan hak tanggungan kepada kreditur rtertesebagai
jaminan untuk pelunasan piutangnya.

. Prosedur dan Persyaratn Pembebanan Hak Tanggungsilak Milik
Adat.
Hak Atas Tanah yang dapat menjadi objek hak tangmun

haruslah hak atas tanah menurut Undang-Undang Pagokia yang
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terdaftar dan sifatnya dapat dipindahtangankanalP46 ayat (3)
Undang-Undang Hak Tanggungan: “Apabila objek hakggungan
berupa hak atas tanah yang berasal dari konveksliah@a yang telah
memiliki syarat untuk didaftarkan akan tetapi pdtatannya belum
dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bessa dengan
permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bergangk
Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak
Tanggungan menyatakan bahwa, yang dimaksud denglnlama
adalah hak kepemilikan atas tanah menurut hukurhyaaey telah ada
akan tetapi proses adminitrasi dalam konversinydunbeselesai
dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhaladsyarat-syarat
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangang \oerlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undangfgnddak
Tanggungan, di mungkinkan pemberian hak tanggumeidradap hak
atas tanah yang berasal dari konversi hak lama gadgh memenuhi
persyaratan untuk didaftarkan, akan tetapi belulesae didaftarkan.
Jadi, tanah-tanah hak adat yang sudah dikonversjadiehak atas
tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, semenfapnses
adminitrasinya belum selesai dilaksanakan dapat unigkinkan
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggon
. Akta Pemberian Hak Tanggungan
Guna memenuhi asas spesialitas dari hak tanggumhga,

itu mengenai subjek dan objek maupun utang yangmiij maka
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menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-UndahkgTidnggungan,

di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) lvaji

dicantumkan hal-hal di bawah ini:

1) Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tagggun

2) Domisili pihak-pihak pemegang dan pemberi hak tanggn

3) Penunjukan secara utang atau utang-utang yang idjjayang
meliputi juga nama dan identitas debitur yang begkatan

4) Nilai tanggungan

5) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.

Penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak
Tanggungan menyatakan, bahwa ketentuan mengenaiAksa
Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sifatnya wajibkudisahkannya
Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila tidak dizankian secara
lengkap hal-hal yang sifatnya wajib dalam APHT, gedabatkan
APHT-nya batal demi hukum.

Kesemuanya yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan pelaksaes) bahwa
hak tanggungan menganut asas spesialitas danifaglSesuai dengan
asas spesialitas, objek dan subjek harus disebsteara rinci demi
memberikan kepastian hukum kepada para pihak dataserkan asas
pendaftaran dan publisitas juga kepada pihak ketigang

berkepentingan.
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Pada dasarnya masih ada satu tahapan yang sdekgkdin
dalam suatu pemberian hak tanggungan, yaitu Surais&
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diberikizh @ihak
jaminan sebelum pemberian hak tanggungan. PenggBwaat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan saat ini tidaklah sesesebelum
berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, yang pssdd itu
dikenal dengan nama Surat Kuasa Membebankan Hig&KKH).
Hal ini disebabkan adanya batas waktu penggunat Skirmsa
Membebankan Hak Tanggungan oleh Undang-Undang Hak
Tanggungan.

Pasal yang mengatur mengenai Surat Kuasa Membeabanka
Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak TanggurdmalaPasal
15 Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara leng&egminyi
sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibeiagan
akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyars¢dagai
berikut:

1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hulaam
daripada membebankan Hak Tanggungan.

2) Tidak memuat kuasa substitusi.

3) Mencantumkan secara jelas objek hak tanggunganlafum
hutang, dan serta identitas krediturnya, nama demtitas debitur

apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.
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. Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak daipeik
kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apgpga kecuali
karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau &astah habis
jangka waktunya sebagaimana yang di maksud ayd&a(B8ayat (4).

. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenaiatagk
tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan lpgtan akta
pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 1) (dailan
sesudah diberikan.

. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenaitaak
tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan lpgtan akta
pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3) (tioydan
sesudah diberikan.

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan(@ytidak
berlaku dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunga
diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang difdan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidi&ktid
dengan pembuatan akata pemberian hak tanggungam dektu
yang telah ditentukan sebagaimana ayat (3) dan(4yaatau waktu
yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana angksud

pada ayat (5) maka batal demi hukum.
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6. Hapusnya Hak Tanggungan
Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan
disebutkan sebab-sebab hapusnya hak tanggungariyait
a. Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan hak tanggung
Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (1ijy hu

Undang-Undang Hak Tanggungan pada pokoknya menramjpkda
sifat accesoir dari hak tanggungan. Sehubungan agehgpusnya
perikatan pokok yang merupakan sumber eksisteasi letberadaan
dari hak tanggungan, yang jika dihubungkan dengdantuan Pasal
1335 KUHPerdata yang menjelaskan tanpa adanya uyeamg
menjadi eksistensi hak tanggungan, maka perjam&@nberian hak
tanggungan menjadi tidak memiliki kuasa dan pelganjanpa kuasa
adalah perjanjian yang tidak dapat dimintakan salaanya oleh
kreditur. Dengan tidak ada kuasa tersebut, makai deukum
perjanjian (pemberian hak tanggungan) yang dibdak tmemberikan
hak kepada pemegang hak tanggungan untuk melalaldsakusi atas
kebendaan yang dijaminkan dengan hak tanggungsebigr

b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang haguaggn

Mengenai hapusnya hak tanggungan karena dilepas&an

pemegang hak tanggungan, ketentuan Pasal 18 aydtn@ang-

Undang Hak Tanggungan menentukan sebagai berikut:

"3 Kartini Muljadi-Gunawan WidjajaHak...op.cit, him 262-271.
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“Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh
pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataatulis
mengenai dilepasnya hak tanggungan tersebut olefegang hak
tanggungan kepada pemberi hak tanggungan”.

Hal ini pada pokoknya sejalan dengan ketentuanl R&84a
KUHPerdata yang menjelaskan tanpa adanya pernyaigaas dari
kreditur terhadap debitur, maka utang debitur hamesih tetap
dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Demikianaptklnya suatu
hak tanggungan, tanpa adanya pernyataan pelepakaiariggungan
oleh pemegang hak tanggungan, maka hak tangguidgagernah
hapus. Hal ini berlaku untuk, misalnya pemberiagdirsecara terus
menerus yang bersifat fluktuafrevolving credit facility)
Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapagkgé oleh
Ketua Pengadilan Negeri

Hapusnya hak tanggungan sebagai akibat pemberksdian
tanggungan berdasarkan penetapan peringkat olala K&ngadilan
Negeri, dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 18 (8yaJndang-
undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

“Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan haggtengan
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Peagadédgeri terjadi
karena permohonan pembeli hak atas tanah yang atibetak
tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang rdibelitu

dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimetar dlalam
Pasal 19”.

Dari konteks rumusan yang diberikan dalam Pasalal/@8

(3) Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapatatiki bahwa
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hapusnya hak tanggungan berdasarkan penetapangkarioleh
Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena terdapah Idari satu hak
tanggungan yang diletakkan atas bidang tanah terseb
Hapusnya hak atas tanah yang dibebani oleh halguaggn

Alasan terakhir hapusnya hak tanggungan yang dikeba
karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hglguagan tidak
lain dan tidak bukan adalah sebagai akibat tidglerdihinya syarat
objektif sahnya perjanjian, khususnya yang berhghondengan
kewajiban adanya objek tertentu, yang salah satumgiputi
keberadaan dari bidang tanah tersebut yang dijamnink

Setiap pemberian hak tanggungan harus memperhatikan
dengan cermat hal-hal yang menyebabkan dapat hgpusak atas
tanah yang dibebankan dengan hak tanggungan téersalet karena
itu, setiap hal yang menyebabkan hapusnya hak taggag yang
disebabkan di atas, meskipun bidang tanah di makaatas tanah
tersebut hapus masih tetap ada, dan selanjutrgia déberikan pula

hak atas tanah yang baru atau yang sama jenisnya.
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BAB Il

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
MILIK PIHAK KETIGA (PADAPT. BPR BDE PAKEM)

A. Gambaran tentang Bank Pengkreditan Rakyat
1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

PT. BPR BHAKTI DAYA EKOMONI (BPR BDE) didirikan
pada tahun 1970 tepatnya tanggal 2 April 1970 dieRa Sleman,
Yogyakarta.Berpengalaman selama 40 tahun, telaladikan BPR BDE
juga dikenal sebagai salah satu BPR pelopor dantigedalam progam
pemberdayaan pelaku usaha skala mikro, kecil danengah.Melalui
beragam produk layanan perbankan yang inovatdudung sumber daya
manusia yang handal dan sistem operasional berbaisnologi,
informasi BPR BDE kini sedang berkembang sangagesid melayani
kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai padaarkatonial
Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbasg, Bank Desa,
Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan imetmlpara petani,
pegawai dan buruh untuk melepaskan diri dari jeesgpas uang (rentenir)
yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapsa lgmbaga

keuangan kecil dan lembaga keuangan pedesaani $&gektPasar, Bank
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Karya Produksi Desa, dan mulai awal tahun 1970ambdaga Dana
Kredit Pedesaan oleh Pemerintah Desa.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan PakefaKaibi
Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Prasi@éNo. 38 yang
menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru.K&hijatersebut
memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan &egiggha “Bank
Pengkreditan Rakyat” atau BPR.Dengan dikeluarkandpdang-Undang
No.7 tentang Perbankan Tahun 1992 (UU No.7 Tahu@2 ligntang
Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang gshagaisalah satu
jenis bank selain Bank Umum.

Sesuai UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lemnbag
Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin aigkri Menteri
Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanyaasélag. Selain itu,
dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan &eperti Bank
Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LD, BKD,
BKK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yangetdsamakan
dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengamenuhi
persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengatuRa Pemerintah.

Lintasan sejarah awal pendirian BPR BDE ini telahullai pada
tahun 1969 oleh beberapa tokoh lokal yang memiépedulian tinggi
terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyadaksekitar Pakem
akibat merajalelanya praktik rentenir. Para tok@misdian membentuk

“Panitia Tujuh” sebagai langkah awal untuk melakukansolidasi dan
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persiapan pendirian Bank. Pada tahun 1970 tepatnyggal 20 April
1970 dihadapan pembantu Notaris Moh.Purwodidjoja dardasarkan
Akte Notaris No. 2, PT.BANK BHAKTI DAYA EKONOMI seara resmi
didiikan dan mulai beroperasi dengan pimpinan D8oekidjo
Dwidjosiswojo yang saat itu menjabat Kepala SekdBEMEA Negeri
Pakem sebagai Direktur dan R.S.Subijat Prodjohgomnosebagai
Komisaris Utama.

Kepemimpinan Drs.J.Soekidjo Dwidjosiswojo berakipada
tahun 1974. Sewaktu itu, PT.BANK BHAKTI DAYA EKONOM
dipimpin oleh S.Soejanto,SH, seorang profesionatlanperbankan yang
sebelumnya menjadi Kuasa Operasi di Bank Sinta DKgdasan
Yogyakarta. Era awal kepemimpinan S.Soejanto,SH upadan
momentum penting kelangsungan operasional PT. BABKAKTI
DAYA EKONOMI. Bersama P.Surandi Puspohatmodjo, aegrbanker
berpengalaman, S.Soejanto,SH tidak saja berhasilyef@matkan PT.
BPR BDE dari kebuntuan operasional namun juga sukseletakkan
landasan yang kuat bagi kelanjutan operasionakpbaan ini.

Tahun 1976, PT. BANK BHAKTI DAYA EKONOMI
mendapatkan izin operasi berdasarkan izin Menteualgan. Direktur
Jendral Moneter, No: S-Ket-071/DJM/III.3/1/1976témggal 10 Februari
1976 pengesahan sebagai Perseroan Terbatas datapada SK.Menteri
Kehakiman RI No: Y.A.5/286/12 tertanggal 20 Mei ®9%ang

diumumkan dalam berita Negara Rl No0.407 tanggal ubi J1976.
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Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberalpgpdrubahan.
Perubahan terakhir telah diaktekan melalui Akteldldanggal 21 April
2003 yang dibuat oleh Notaris Tri Agus Heryono, 8ldtaris di Sleman.
Era kepemimpinan S.Soejanto SH,MM berakhir padan&v07
yang digantikan oleh Triwibowo,SE,MM. Saat ini, dbawah
kepemimpinan Triwibowo,SE,MM PT.BPR BDE memasukisea
penguatan ekstensi . Bersama A.Tony PrasetianBin®, dan FX.Rukmo
Hartanto,SE yang menjabat Dewan Komisaris, perasaliagi semakin
dikukuhkan keberadaannya menjadi perusaan perbagkag sehat,

professional dan berorientasi pada layanan prima.

. Struktur Organisasi BPR Bank Daya Ekonomi di Pakem

a) Pemimpin Bank
Pemimpin bank adalah orang yang memimpin Bank.Dalzah
pemberian kredit, maka pemimpin sangat berperanandal
memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapatinot atau

ditolak.

b) Petugas Bank (CSR/kredit)
Petugas bank mempunyai tugas memberikan penjetaséang hal
yang berkaitan dengan perkreditan kepada pemoheditkidan

menyerahkan form pemohonan kredit kepada pemoleshtkr
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C)

d)

f)

Sekertariat
Sekertariat bertugas mencatat permohonan kredd telah diterima
bank dalam agenda surat masuk yang kemudian alsarablkan

kepada pemimpin bank.

Petugas Kredit

Petugas kredit membantu tugas dari seorang pemitvgomik.Dalam
hal pemberian kredit, petugas kredit ini harus lea gpot pada usaha
dan jaminan.Petugas kredit memproses permohonadit ksesuai

dengan bank teknis.

Petugas analisis kredit

Petugas analisis kredit mempunyai tugas untuk nmerfzda atau
informasi yang berkaitan dengan pemohon kreditnthi@h dengan
data-data yang di dapat baik dari on the spot atawancara yang
kemudian dibuat laporan hasil pembahasan krediy yaenjadi data
kontrol untuk memutus kredit yang kemudian disugan diajukan

kepada pemimpin bank.

Teller
Teller sebagai orang yang akan mencairkan krediigy#elah

dikabulkan oleh pemimpin bank.
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B. Proses Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggugan

Berdasarkan penelitian menurut Ibu Tari, selakuidragekertariat
mengatakan proses terjadinya perjanjian kredit pRdaBPR BDE di
Pakem,Yogyakarta yaitu Pemohon kredit mengajukam@eeonan kreditnya
kepada Bank dengan pertimbangan memerlukan penabiayaredit),
kemudian petugas bank memberikan penjelasan kepeaehon tentang
hal-hal yang berkaitan dengan perkreditan dan nrahitan form
permohonan kredit dan pemohon mengisi form permahdaedit beserta
persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum #atemtuan persyaratan
dan dokumentasi kredit. Setelah permohonan kretkrimha pihak bank,
kemudian dicatat dalam agenda surat masuk oleletseiat dan kemudian
disampaikan kepada pemimpin cabahg.

Setelah mempelajari permohonan kredit pemimpin lma@kberikan
disposisi untuk pelaksanaan lebih lanjut sesuaigaenbank teknis.
Berdasarkan nota disposisi pemimpin bank tersgettigas kredit menindak
lanjuti apabila ditolak maka dibuatkan surat pekatakreditur, apabila di
proses sesuai bank teknis, tindakan selanjutnyeratikan pada Analisis
Kredit. Analisis Kredit melaksanakan kegiatan:

1) Mengadakan registrasi atau cek list pada proseangaman kredit untuk
masing-masing tahapan kegiatan.
2) Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat fimnatau non

financial.

"wawancara dengan Ibu Tari, selaku sekertariat BRRkB®aya Ekonomi, pada tanggal 14
Februari 2012.
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3) Melaksanakan komunikasi aktif dengan kantor beskaitengan informasi
kredit.

4) Meminta informasi kepada Bank Indonesia melaluakdata elektronik.

5) Mengadakan wawancara mengenai data nasabah berkdgagan
permohonan kredithya dan mengadakan On The Spaurkah atau
lokasi usaha dan lokasi jaminan.

Dalam hal-hal tertentu Analisis Kredit dengan dddta yang
dihimpun baik feasibel atau tidak feasibel dapehgajukan usulan prinsip
kepada pemimpin bank. Oleh karena itu pemimpin baekiberi keputusan
usulan prinsip dengan disposisi:

a. Ditolak atau diproses, jika permohonan ditolak enakbuatkan surat
penolakan kredit oleh pemimpin bank.

b. Tetapi jika permohonan diproses lebih lanjut makaal&sis Kredit
melanjutkan pembahasannya.

Dengan dasar persetujuan kredit dari kantor pusdanpemimpin
bank menerbitkan Surat Pemberitahuan PersetujuamoRenan Kredit
(SPPPK) kepada pemohon kredit. Tembusan surat peathean persetujuan
permohonan kredit (SPPPK) telah ditandatangani g@emohon di atas
materai cukup sebagai pernyataan kesanggupan pematas ketentuan
kredit untuk dikembalikan kepada bank. Setelah ndiganganinya
pernyataan kesanggupan pemohon atas ketentuant koesh debitur
kemudian petugas kredit selanjutnya menyiapkan jafen Kredit dan

Pengikat Jaminan baik secara di bawah tangan darsatara notarial untuk
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ditandatangani oleh debitur. Perjanjian kreditditiuat dan diterbitkan oleh
PT. BPR BDE di Pakem, Yogyakarta dalam bentuk lisrtu

Pada PT.BPR BDE di Pakem, Yogyakarta dalam petasa
perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungamkdikan di bawah
tangan. Menurut Ibu Tari selaku bagian sekertapiéiak debitur dalam
pembuatan perjanjian kredit ini tidak berperan apa- Klausula-klausula
yang terdapat di dalam perjanjian kredit ini tethtentukan secara sepihak
oleh bank. Hanya menerapkan prinsip dari asas kshebberkontrak dan
asas konsensualisme, yaitu adanya keseimbangara qatea pihak dalam
penerapan hak dan kewajiban antara pihak Bank dengaabah. Beliau
menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Bdalkm perjanjian
kredit ini terjadi karena ada kebijakan dari kanteenghendaki demikian. Di
mana seluruh isi perjanjian kredit tersebut teldtaklkan sehingga nasabah
tinggal mengikuti dan menyetujui apa yang telahetar dalam formulir
perjanjian kredit tersebdit.

Menurut beliau dalam pelaksanaan perjanjian krddingan Hak
Tanggungan ini sebelumnya dari pihak Bank menjelaskriebih dahulu isi
perjanjian kredit tersebut. Di samping itu, pihalknR juga memberikan
kebebasan bagi nasabah atau pihak ketiga untuk aoamérlebih dahulu isi
dari perjanjian kredit tersebut, tetapi dalam pekiiyya sebagian besar
nasabahnya tidak membaca isi dari perjanjian kregtisebut melainkan

langsung menyetujuinya.

"Hasil wawancara dengan Ibu Tari pada PT.BPR BDEattem, Yogyakarta tanggal 14 Februari

2012
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Untuk tercapainya kesepakatan dalam perjanjian niahkiu harus
ada satu pihak yang menawarkan causa atau isnpanalanada penawaran
dari debitur serta ada yang menerima penawaraebigrsDengan demikian,
maka kesepakatan tersebut terjadi karena adanyawpesm antara pihak
yang membuat perjanjian, hal ini tersimpul dari #&a%338 ayat (1)
KUHPerdata.

Sedangkan sesuai dengan asas konsensualisme,ad@ga suatu
perjanjian harus ada kesepakatan. Menurut Pasdl KBMHPerdata yaitu,
“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diaarkarena kekhilafan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, oéghnk itu kedua belah
pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dan bexusatuk mencapai
kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya pegangrsebut melalui suatu
proses negoisasi atau musyawarah yang berkaitgadgenis dan harga dari
objek yang diperjanjikan di antara para pihak.

Dengan demikian, bentuk standar atau baku daramen kredit ini
diperbolehkan dengan tidak menyimpang dari Undamtgog kesusilaan dan
ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 138HMRerdata yaitu,
“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang blettang-undang, atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan”.

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji ukunt
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasag kredit yang

diberikan oleh kreditur kepada debitur.Pemberiank Haanggungan
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dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Targgn oleh PPAT
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber

Perjanjian pengikat jaminan ini sifatnya accesoimga perjanjian
ini ada karena adanya perjanjian pokok yaitu pggarkredit, sehingga jika
perjanjian kreditnya berakhir atau hapus, makaraeotomatis perjanjian
pengikat jaminan Hak Tanggungan ini berakhir jutguahapus. Di dalam
akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan:

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tagggun
2. Domisili para pihak sebagaimana dimaksud pada haruf
3. Penunjuk secara jelas utang atau utang-utang yigrgial

4. Nilai hak tanggungan

5. Uraian jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Akta pemberian hak tanggungan ini wajib didaftarketa kantor
pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sefgslandatanganan akta
pemberian agunan. Sebagai bukti adanya hak tanggukgntor pertanahan
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai depgaaturan perundang-
undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuah Plaagat (2) Undang-
Undang Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan wua¢nirah-irah
dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketahafang Maha Esa”,
yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial yaamgasdengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukump telan berlaku

sebagai grosee akta hypotik sepanjang mengenaithskanabh.
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Setelah penandatangan Akta Pemberian Hak Tangguggag
dibuat oleh PPAT dilakukan oleh para pihak kemudidanjutkan dengan
penandatanganan perjanjian kreditnya oleh deb#arpmenjamin di hadapan
kreditur atau Bank sebagai pemberi kredit.

Dalam perjanjian tersebut para pihak telah bersspakntuk
mengasuransikan obyek yang dijadikan jaminan kepaitlak asuransi
dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dpiigdn bank guna
untuk melindungi para pihak. Sebagai contohnya isp@minannya terjadi
kerusakan pada objek yang dijaminkan tersebutrsepgadinya kebakaran
maka pihak asuransi dapat menanggungnya. Pihak hmiak bisa
memberikan kreditnya apabila pihak ketiga atau grem) bukan saudara

kandungnya.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit dengan
Jaminan Hak Tanggungan Pada PT.BPR BDE Pakem, Yogkarta.
1. Hak dan Kewajiban Debitur
a) Hak Debitur
1) Mendapat pinjaman kredit sesuai dengan yang dikatutya
2) Mendapat pelayanan yang maksimal dari kreditur
3) Debitur berhak menuntut barangnya kembali setelelumasi uang
pinjaman dan bunga
4) Debitur berhak menuntut ganti rugi apabila baraarginpan rusak

atau hilang karena kelalaian orang yang meminjamyan

94



5) Debitur berhak meminta uang kelebihan dari hasihjysan

barang.

b) Kewajiban Debitur

1) Peminjaman pada waktu yang telah ditentukan berjieava
mengembalikan sesuatu yang dipinjamnya kepada pialg
meminjamkan sesuai dengan jumlah dan keadaan yang pula
(Pasal 1763 KUHPerdata).

2) Peminjam dalam hal tidak mampu mengembalikan basamy)
dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama,amak
diwajibkan membayar harganya dalam hal mana hapestdtikan
waktu dan tempat di mana barangnya menurut pesjariarus
dikembalikan (Pasal 1764 ayat (1) KUHPerdata).

3) Apabila waktu dan tempat tidak ditentukan, maka ipgam
diwajibkan melakukan pelunasan menurut harga bapamgman
pada waktu dan tempat di mana pinjaman telah fefRasal 1764
ayat (2) KUHPerdata).

2. Hak dan Kewajiban Kreditur
a) Hak Kreditur

1) Menerima kembali uang yang dipinjamkan dari pihakmjam

2) Menuntut pengembalian pinjamannya apabila dalamgkgnvaktu
yang telah diperjanjikan peminjam tidak mengemlaalikejumlah

uang yang dipinjamnya.
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b) Kewajiban Kreditur

1) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apag yi&lah
diperjanjikan, sebelum waktu yang ditentukan dalpemjanjian
tersebut berakhir (Pasal 1759 KUHPerdata).

2) Memberikan pelayanan atau jasa yang maksimal kepadabah
(debitur).

3) Memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminigantidak
telah ditetapkan suatu waktu menurut keadaannyaumbein
pengembalian pinjamannya (Pasal 1760 KUHPerdata).

4) Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yanghteheminjam
suatu barang atau sejumlah uang yang akan mengkarirgla
bila ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadakan

menentukan waktu pengembaliannya (Pasal 1761 Kutdeet®

D. Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum dalam Penyelesain yang
Dilakukan Apabila Debitur Wanprestasi.
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanji an Kredit

dengan Jaminan Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga.

®M.Yahya HarahapSegi-segi Hukum Perjanjiahim. 45.
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Sebagaimana halnya bentuk kredit Bank lainnya, aliard
prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit dengamgmhak tanggungan
di PT.BPR BDE Pakem,Yogyakarta juga mengandundgaeging dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak bank selaku pemkredit baik besar

maupun kecil, walaupun kredit tersebut telah didextigan jaminan.

Guna melindungi kepentingan bank selaku krediturri da
kemungkinan timbulnya wanprestasi tersebut, makak Balaku pemberi
kredit perlu mendapatkan perlindungan hukum. Pdulxgan hukum ini
diartikan sebagai perlindungan yang diberikan olalikum kepada
PT.BPR BDE selaku kreditur dari kemungkinan reskayugian yang
timbul akibat wanprestasi sekaligus untuk menjakeipastian hukum bagi
PT.BPR BDE terkait kesinambungan hak dan kewajipandengan
debitur (nasabah) sesuai yang telah disepakatinggd praktek dalam
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atdaperjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan penjngéit.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berwgrabpatan
kesepakatan atau perjanjian kredit perbankan yamrgshdibuat dalam
bentuk tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam pespn Pasal 8 Undang-
Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas ndrdadang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang meveajililepada bank
sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian arsec

tertulis.Keharusan perjanjian perbankan harus bénketertulis telah
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ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perbankabagsmana

dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-UndarizpRiean.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nahdn
1996 dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkabuhgan utang-
piutang yang dijaminkan pelunasannya dapat diba&nd dua bentuk,
yaitu berupa akta di bawah tangan atau akata @&utesrgantung pada
ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian. iBentuk
perlindungan hukum terhadap kreditur menurut keemtUndang-Undang

Hak Tanggungan ini terdapat dalam bentuk perjarijiasendiri.

Agar perjanjian kredit dapat menjamin pelunasammgyitkreditur
maka harus dilakukan proses pengikatan jaminan atenglausul
pemberian Hak Tanggungan apabila benda yang dikemiberupa benda
tetap yaitu hak atas tanah. Setelah dilakukan prpseagikatan jaminan
dengan klausul pemberian Hak Tanggungan dengarbysan Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat PembuatanTakitah (PPAT)
yang berisikan janji-janji yang melindungi kreditumaka agar perjanjian
kredit dapat menjamin pelunasan piutang kreditulupgilakukan proses
pendaftaran dan penerbitan Hak Tanggungan dalamalb&ertifikat Hak
Tanggungan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggumgaka kantor
pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungarg yaemiliki irah-
irah yang berkekuatan eksekutorial sebagai dasau dandasan

pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera jémgntudian hari.
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Pihak pemberi kredit dalam hal ini PT.BPR BDE dikém,
Yogyakarta selain itu juga melakukan upaya pencagalguna
mengantisipasi timbulnya wanprestasi dalam pelaaaperjanjian kredit
dengan jaminan Hak Tanggungan. Upaya ini dimaksudidak lain
bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan timbalmyanprestasi
secara dini, yaitu dengan cara melakukan pola pessan aktif dan pola

pengawasan pasif sebagai berikut:

1) Pola pengawasan aktif
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas AR.BP
BDE di Pakem,Yogyakarta dengan cara mendatangsiamggtempat
kediaman debitur dengan tujuan untuk mengetahwaubejmana
kesulitan debitur termasuk dalam hal ini mengetalangsung
masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh debgtugad pihak
ketiga. Apabila hasil monitoring menunjukan bahwebitur benar-
benar sedang terbelit masalah terkait dengan kemangaka dan
bilamana dianggap perlu pihak Bank dapat membantmgatasi
masalah yang sedang dihadapi debitur tersebut mernaarikan jalan

keluar dengan harapan supaya semua dapat bergigarlbaik.

2) Pola pengawasan pasif
Adalah pengawasan yang dilakukan PT.BPR BDE di
Pakem,Yogyakarta tidak secara langsung ke tempigrkan debitur,

melainkan dengan cara melakukan pemeriksaan tgyhadhainitrasi
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keuangan atau keaktifan debitur dalam melakukan swag

pembayaran kreditnya.

Dengan diterapkannya pola pengawasan secara auiifpdla
pengawasan secara pasif di atas, maka indikasasdyang mengarah
pada terjadinya wanprestasi akan diketahui pihakkBsedini mungkin,

sehingga segera dapat dilakukan langkah antisipasin

Perlindungan hukum bagi kreditur yang lain apalidebitur
melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan dengem menjadwalan
ulang terhadap pembayaran hutang debitur agar &lakheditur dapat
terpenuhi dan kewajiban-kewajiban debitur dapabdkdénakan sesuai

perjanjian kredit yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehupg, dalam
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan haggiangan di PT.BPR
BDE Pakem, Yogyakarta terdapat faktor-faktor ataemigu debitur
(nasabah) tidak membayar kredit di antara dari kpieksternal atau
nasabahnya sendiri yang meremehkan atau menggakapabgtas waktu
yang telah disepakati dalam pelunasan hutangngadiiihat dari faktor
intenal atau dari pihak bank sendiri sejauh inakighernah lalai. Apabila
terdapat debitur (nasabah) yang menggampangkaranpan kredit
tersebut, maka oleh pihak bank diberikan surat pemathuan bahwa
nasabah telah melewati jangka waktu untuk melunatingnya. Selama

satu sampai dua minggu ia tidak menanggapi sunaggilan tersebut,
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maka Bank akan mendatangi kediaman atau tempagalindebitur
(nasabah), apabila tetap tidak bisa atau tidak mambayar hutangnya,
maka oleh pihak Bank akan melakukan pengeksekusian pelelangan
obyek jaminan yang dijadikan debitur (nasabah) ga&bgaminan

hutangnya sebagai pilihan terakhir.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap pihak keyayag
objeknya dijadikan jaminan hutang oleh debiturlipdungan hukumnya
dilakukan dengan cara benda atau barang yang ldijladibjek jaminan
milik pihak ketiga tersebut diasuransikan, apapileak debitur (nasabah)
tidak membayar hutangnya dan apabila terjadi k&arsgpada objek

jaminan maka pihak asuransikan yang akan menanggang

Bahwa berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata yang bgrbun

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada s
berpiutang, selain jika si berhutang lalai, sedanglbenda-benda si
berhutang ini harus lebih dahulu disita dan dijualtuk melunasi

utangnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, menjelaskamabtandapat
perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang ahjaekdijadikan
jaminan oleh debitur. Apabila debitur wanprestasiasusnya yang dijual (
baik secara lelang atau biasa) adalah harta neliitar yang wanprestasi

terlebih dahulu bukan harta milik pihak ketiga yadigadikan jaminan
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oleh debitur, karena hal tersebut mengakibatkamudian bagi pihak

ketiga baik secara materiil maupun inmateriil.

Apabila benda jaminan yang dijaminkan tidak dapahoakupi
untuk membayar hutang, maka berlakulah Pasal 1Hsil Rhsal 1132

KUHPerdata.

Pasal 1131 KUHPerdataberbunyi:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerailpun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupug lparu akan ada di

kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala gemkperseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sagiasbmua
orang yang mengutangkan padanya, pendapatan menjuahda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu meniresar kecinya
piutang masing-masing, kecuali apabila di antargpibe&ang itu ada

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Perlindungan hukum terhadap kreditur sangatlah ridien
apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesapa yang telah

diperjanjikan dan disetujui bersama dalam perjanfigedit. PT.BPR BDE
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di Pakem,Yogyakarta mempunyai hak untuk mengeksekagsang
jaminan dan melelangnya apabila debitur tidak memgauitikad baik
untuk melunasi piutangnya. Pengeksekusian dan gogjeh tersebut
dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Ne@UPLN) yang
mengurusi tentang pelelangan dari kekayaan deymiuy tidak memenuhi

kewajibannya.

. Upaya Hukumdalam Penyelesaian Perjanjian Kredit degan Jaminan
Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Apabila Debitur W anprestasi.
Bentuk perlindungan hukum terhadap PT. BPR BDE di

Pakem,Yogyakarta selaku kreditur yang telah digkan di atas,
diharapkan dapat melindungi dan/atau menghindarl&gank dari
terjadinya wanprestasi. Namun, apabila wanpresiasitidak dapat
dihindarkan, maka hukum yang berdasarkan keterkasmtuan dalam
surat-surat yang melekat pada perjanjian krediatdapgenjadi dasar yang

sah dan kuat bagi pihak Bank dalam upaya penyalesanprestasi.

Dalam perjanjian kredit yang telah disepakati ant@ihak
kreditur dengan pihak debitur, debitur berjanji mkaembayar angsuran
pokok beserta bunganya setiap bulannya sesuai weggag telah
diperjanjikan. Namun setelah itu debitur tidak rketmakan

kewajibannya tersebut untuk membayar angsuran pb&s&rta bunganya
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untuk beberapa bulan kedepan dengan cara menunggakbayaran

kepada pihak bank.

Tindakan yang akan diambil dalam perjanjian kregjiabila
debitur wanprestasi kepada kreditur dan tidak midmga keadaan
tersebut, dalam perjanjian kredit diatur dalam kieten yang tercantum

dalam Pasal 10, 11 dan 12 sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) Apabila peminjam tidak membayadik kepada
Bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukararBalkk berhak
menjual jaminan atau agunan yang berupa tanahbatagunan atau
benda lainnya secara di bawah tangan atau dihadapam (secara
lelang) dengan harga yang ditetapkan oleh Bankt f)aBank dapat
menjual sebagian atau seluruh jaminan atau agupaik, melalui
pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkayepsmn secara
sukarela oleh pemilik jaminan atau agunan atauasartan kuasa
menjual diluar lelang dari pemilik jaminan atau aga dalam hal
peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada Baniat A(3)
Apabila hasil penjualan tanah atau bangunan atawdebdainnya
tersebut ayat (1) perjanjian ini melebihi kreditrpejam kepada Bank
maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembahdeepeminjam.
Ayat (4) Apabila hasil penjualan tanah atau banguatau benda
lainnya tersebut tidak cukup untuk membayar lunaslik peminjam
kepada Bank, maka peminjam tetap bertanggungjaveab wdajib

membayar sisa hutang pokok dan atau bunga dan leiayga.
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2. Pasal 11, Apabila dalam jangka waktu yang telahtetajkan,
peminjam menunggak dalam kewajiban angsuran polesk linga
dan atau tidak melunasi kredit, maka peminjam dbkan untuk
membayar biaya tambahan (denda) atas sejumlahr@njpokok dan
bunga tunggakannya sebesar persen atau perserahg tglah
ditentukan untuk setiap bulannya.

3. Pasal 12, Bank berhak untuk mengakhiri perjanjieedik ini secara
sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diafmyikut pokok,
bunga, denda serta biaya-biaya lain dengan sekasikaunai apabila
menurut pertimbangan bank peminjam tidak memenwwakban
pembayaran pinjamannya, sebagaimana ditetapkam dadgjanjian
ini.

Dalam menanganidebitur yang lalai kreditur tidak nyaa
berpatokan dengan pasal yang ada di dalam penakjedit tersebut.
Tetapi kreditur juga harus melakukan langkah-lahgk@ngamanan secara
represif dan preventif. Pengamanan secara remidakukan oleh pihak
PT. BPR BDE di Pakem, Yogyakarta setelah melihahgd tanda-tanda
bahwa debitur akan wanprestasi kemudian petugds ddean melakukan
pendekatan kepada debitur. Pendekatan terseblkiukila dengan cara
memberikan pengarahan dan petunjuk mengenai reg# harus
ditanggung dan denda yang akan dikenakan jika santg@adi

keterlambatan pembayaran angsuran.
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Langkah pengamanan secara preventif dilakukan BlEhBPR
BDE di Pakem, Yogyakarta dengan cara kreditur akamberikan surat
peringatan kepada debitur bahwa jangka pengembélidang sudah
lewat, surat peringatan ini diberikan dua sampgea tkali. Jika sampai
surat peringatan yang ketiga debitur tidak menapigga, maka pihak
bank akan memberikan surat somasi kepada debgmb&ian somasi ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.

Kemungkinan yang dilakukan oleh debitur setelah ermiema
somasi dari pihak Bank, pertama debitur akan melagikan peringatan
tersebut dan kemudian memenuhi panggilan untukuldstasi hutang
seperti dilakukannya penyelamatan kredit dengara gaenjadwalan
kembali ¢escheduling) maksudnya melakukan penjadwalan kembali
sebagian atau seluruh kewajiban debitur dan petsyar kembali
(reconditioning yang merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatk
kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagiano seluruh
persyaratan yang semula disepakati bersama antad#uk dan debitur
yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredmiegkinan yang
kedua, jika somasi tetap tidak membawa hasil maikekp kreditur
kemudian melakukan pendekatan secara kekeluargapad& debitur
untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh delsthingga tidak

membayar hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehups, PT.

BPR BDE di Pakem,Yogyakarta dalam pelaksanaanngailapdebitur
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tidak memenuhi kewajibannya maka debitur wajib neealgkan barang
yang telah dijaminkan kepada kreditur, bilamanaitdeltidak memenuhi

surat teguran dan somasi sesuai batas waktunyaa kraklitur berhak
tanpa perantara hakim atau bisa dengan perantdian hmengambil

barang jaminan tersebut. Apabila barang jaminahtdlambil oleh pihak
kreditur kemudian kreditur menyerahkan barang jamike Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) guna melakukadelgoegan di muka
umum dan hasil pelelangan tersebut digunakan umietkbayar prestasi

yang tidak dilakukan debitur.

Berdasarkan Pasal 10 perjanjian kredit maka kreciempunyai
hak untuk menjual jaminan yang tercantum di dalamapjian kredit
tersebut. Undang-Undang Hak Tanggungan mengharuskanpenjualan
atas jaminan itu dilakukan melalui pelelangan unmenurut tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undaygag berlaku, hal

ini ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT.

Menurut ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUHT, eksek
terhadap benda yang menjadi objek jaminan Hak Tamggn dapat

dilakukan dengan cara:

a. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
1) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menijek o

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU8IT, a
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2) Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Zyat
UUHT, objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelamga
umum menurut tata cara yang ditentukan dalam pamtu
perundang-undangan untuk pelunasan pemegang Hak
Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kredéog y
lainnya.

. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak TangguRgajualan

objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawalyata jika

dengan demikan itu dapat diperoleh harga tertinggng dapat
menguntungan semua pihak.

. Pelaksanaan penjualan yang dimaksud ayat (2) hdaqyat dilakukan

setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan setentalis oleh

pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepack-piak
yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitdgam dua surat
kabar.

. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tamgauo dengan

cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat2{1)3j maka batal

demi hukum.

. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkamjual@an

sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihindarkagasepelunasan

utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu bedsetya-biaya

eksekusi yang dikeluarkan.
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f. Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan paikmpgang Hak

Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hakg yan

diperolehnya menurut ketentuan UUHT.

Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjajeik
jaminan Hak Tanggungan harus melalui pelelangannukarena dengan
cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yangngainggi yang dapat
menguntungkan semua pihak, demikian diatur dalasalP20 ayat (2)
UUHT. Apabila penjualan melalui pelelangan umumedqrakan tidak
menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkak loegi pemberi dan
pemegang Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjudiabawah
tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh penda@ripemegang Hak
Tanggungan. Hasil dari penjualan objek jaminaretars digunakan untuk
pelunasan hutang dari debitur, dan apabila adaikelenya maka akan

dikembalikan kepada pemberi Hak Tanggungan.

Upaya hukum di sini sangat diperlukan untuk kredapabila
debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apalilengan cara
musyawarah debitur tidak menunjukan itikad baiknyeka dilakukan
dengan upaya hukum dengan pengeksekusian barangajanyang
nantinya dilakukan pelelangan di muka umum yangilhas untuk

membayar prestasi yang tidak dilakukan oleh debitur
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan danalsetel

penelitian dilakukan maka penulis dapat menyimauolkahwa:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur penting apabilditde tidak
memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah dipéga dan
disetujui bersama dalam perjanjian kredit. PT. BBRE di
Pakem,Yogyakarta mempunyai hak untuk mengeksekasanl
jaminan dan melelangnya apabila debitur tidak m&mtlkad baik
untuk melunasi piutangnya. Pengeksekusian dangoejah tersebut
dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Ne(BUPLN)
yang mengurusi tentang pelelangan dari kekayaaitudgiang tidak
memenuhi kewajibannya.

2. Upaya hukum di sini sangat diperlukan untuk kredigpabila
debitur mengalami wanprestasi, penyelesaian apabidbitur
mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit dengainan hak
tanggungan milik pihak ketiga dengan cara terlet@hulu kreditur
melakukan musyawarah dengan memberikan tiga kauram
kepada debitur mengenai keterlambatan dalam pemdayatang.

Apabila dengan cara musyawarah debitur tidak metkan; itikad

111



baiknya, maka dilakukan upaya hukum yaitu dengagglesekusian
barang jaminan yang nantinya akan dilakukan pejglandi muka
umum yang hasilnya untuk membayar prestasi yarakukian oleh

debitur.

B. Saran

Berkenanan dengan penelitian yang telah dilakukakansaran

yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1.

Dalam praktek perjanjian kredit dengan jaminan Hakggungan
milik pihak ketiga, asas keseimbangan antara kredian debitur
seperti dimuat dalam perjanjian kredit bertujuatukrmemberikan
perlindungan hukum kepada Bank selaku pemberi krapabila
debitur tidak membayar hutang-hutangnya (wanpr@stBengan
hak-hak yang timbul oleh perlindungan hukum ituapuhaka telah
membawa kreditur memperoleh akses terhadap kekagahitur
yang dinyatakan pailit sebab tidak mampu lagi mgrmbhutangnya.
Meski demikian, perlindungan hukum yang diberikaragib
kepentingan kreditur itu tidak boleh merugikan k#peyan debitur.

Bank sebagai pemberi kredit harus meneliti bendainan yang
diberika oleh debitur secara riil di lapangan, stpkeabsahan
sertifikat hak milik apabila yang dijaminkan adalailik pihak

ketiga.
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